
 

 

STANDAR PELAYANAN-OSS BER 

KBLI DAN NON KBLI 



1. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
RISIKO RENDAH DAN MENEGAH RENDAH  ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-ORANG
PERSEORANGAN

NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintah  Daerah  sebagaimana  telah  diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal
Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2021  tentang
Sistem  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal
Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2021  tentang
Pedoman  dan  Tata  Cara  Pelayanan  Perizinan
Berusaha Berbasis  Risiko  dan Fasilitas  Penanaman
Modal;

6. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lembata  Nomor  28
Tahun  2023  tentang  Pendelegasian  Wewenang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non
Perizinan  Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal
dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Lembata  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lembata
Tahun 2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  bagi
Pelaku Usaha Perorangan(WNI)

2. Memilih Passport  bagi  Pelaku  Usaha  Perorangan
(WNA)

3. Memiliki  Akta  Pendirian  Perusahaan  bagi  Pelaku
Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;
5. Memiliki  Hak  Akses  OSS  Berupa  username  dan

Password  yang diperoleh  setelah  mendaftarkan  di
oss.go.id.
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3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

A. Bagan alur Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah-
Orang Perseorangan

B. Kategori Pelaku Usaha

Pelaku Usaha
Permohonan Perizinan
Berusaha Pernyataan

Mandiri

Sistem OSS menerbitkan
perizinan berusaha
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C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

1. Kunjungi https://oss.go.id/
2. Pilih DAFTAR
3. Pilih Skala Usaha UMK
4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK
5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
6. Masukan Kode Verifikasi
7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
8. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha
9. Pendaftaran Berhasil
10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
11. Akun Anda siap digunakan

1. Kunjungi https://oss.go.id/

2. Pilih DAFTAR
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3. Pilih Skala UMK

    Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data Jika sebagai UMK (Orang Perseorangan)
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6. Masukkan Kode Verifikasi

a) Masukkan Kode  Verifikasi  (Jika  Kode  Verifikasi Dikirim  ke Email)

b) Masukkan   Kode    Verifikasi    (Jika   Kode    Verifikasi    Dikirim    ke 
WhatsApp)

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
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Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran

Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk
melihak

Rincian akun OSS

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)

9. Pendaftaran Berhasil

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password

    Username

    Password
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11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan 
Menengah Rendah - Orang Perseorangan

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak 
Akses

2. Kunjungi https://oss.go.id/
3. Pilih MASUK
4. Masukkan Username dan Password 

beserta Captcha yang tertera, lalu 
klik tombol MASUK

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih
Permohonan Baru

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha
7. Lengkapi Data Bidang Usaha
8. Lengkapi Data Data Bidang Usaha

9. Lengkapi Data Produk/Jasa Bidang
Usaha

10. Periksa Daftar Produk/Jasa
11. Periksa Data Usaha
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
13. Periksa dan Lengkapi Dokumen 

Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)

14. Pahami dan Centang Pernyataan
Mandiri

15. Periksa Draf Perizinan Berusaha
16. Perizinan Berusaha terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
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2. Kunjungi https://oss.go.id/

3. Pilih Masuk

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol 
MASUK
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Sistem akan menampilkan data secara otomatis
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Nomor Telepon
Alamat Sesuai KTP
Data yang harus Anda lengkapi
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Pribadi)
Email
BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)
Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walupun Pelaku Usaha bekum memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan
Klik tombol SIMPAN DATA
Klik tombol ISI BIDANG USAHA

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

PERMOHONAN BARU

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

7. Lengkapi Data Bidang Usaha
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8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

 Data yang harus Anda lengkapi
1. Nama Usaha/Kegiatan
2. Luas Lahan Usaha
3. Alamat Usaha
4. Provinsi
5. Kabupaten/Kota
6. Kecamatan
7. Kelurahan/Desa
8. Kode Pos
9. Apakah Kegiatan ini sudah 
berjalan? 10.Modal Usaha

 Klik VALIDASI RISIKO

9. Lengkapi Data Produk/Jasa

a) Lengkapi Data Produk/Jasa
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b) Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk 
Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)

 Data yang harus Anda lengkapi
1. Jenis Produk/Jasa
2. Kapasitas (/Tahun)
3. Satuan Kapasitas
4. Apakah Anda sudah memiliki 

Sertifikat SNI?
(Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat SNI dan
Masa berlaku SNI)

5. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat
Halal?
(Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat Halal, 
Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)

 Klik tombol SIMPAN

10. Periksa Data Produk/Jasa
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11. Periksa Daftar Usaha

12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha 
tertentu)
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14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
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TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

CETAK NIB

15. Periksa Draf Perizinan Berusaha

16. Perizinan Berusaha telah terbit

a) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

CETAK NIB
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Cetak Sertifikat Standar

CETAK NIB

a) (Contoh Cetakan NIB)

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)
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4. Jangka Waktu 
Pelayanan

Ditentukan oleh Sistem OSS

5. Biaya/Tarif Gratis
6. Produk Layanan 1. NIB   Usaha Resiko Rendah➜

2. NIB + Sertifikat Standar Usaha Resiko ➜
Menengah Rendah

7. Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office;
3. Loket pelayanan penyerahan;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet;
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Lemari dokumen;
15. Alat Tulus Kantor;
16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / 

Manual;
18. Website dan Email;
19. Internet (Wifi);
20. Kamera (CCTV);

8. Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
2. Memahami  Peraturan  Perundang-undangan

yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal;
4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. Penanganan 
Pengaduan, 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
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Saran, dan 
Masukan

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan  dan  Kuesioner  online

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bi
dang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp  dengan  nomor  0812-9383-
8156

6. Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)
manual/elektronik.

11. Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 
(lima) orang

12. Jaminan 
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan prima;

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian
persyaratan, waktu, dan biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS

(Transparan, Akuntabel,  Profesional, Inlovatif,
Senyum).

13. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata

2. NIB/Sertifikat  Standar  Dicetak dan dibubuhi
tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga
dijamin keasliannya.

14. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Survei Kepuasan Masyarakat;
 Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei

Kepuasan  Masyarakat  (SKM),  dengan
Mekanisme  Setiap  Pemohon  yang  datang
yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan  dikeluarkan  diwajibkan  mengisi
Kuisioner  Survei  Kepuasan  masyarakat
(SKM)  melalui  Website  / elektronik /
lembaran SKM;

 Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

 Analisis  data Survei  Kepuasan Masyarakat
(SKM)  dalam  Pembuatan  laporan  Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.
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2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran Penerapan 14 komponen standar
pelayanan  yang  dilakukan  Sekurang-
kurangnya  1  kali  setahun  (dalam  bentuk
laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan
Reward Sekurang- kurangnya 2 kali  setahun
dan  Punishment  apabila  terbukti melakukan
pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN LEMBATA,

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOLBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 19701222 200012 1 002
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2. STANDAR  PELAYANAN  PERIZINAN  USAHA  MIKRO  KECIL
(UMK)  RISIKO  RENDAH  DAN  MENENGAH  RENDAH  ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-BADAN USAHA

NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta
Kerja;

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021
tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2021
tentang  Sistem  Perizinan  Berusaha  Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2021
tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Pelayanan
Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan
Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lembata  Nomor
28  Tahun  2023  tentang  Pendelegasian
Wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan
Perizinan  dan  Non  Perizinan  Kepada  Kepala
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Lembata
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun
2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki  Nomor Induk Kependudukan (NIK)
bagi  Pelaku Usaha Perorangan(WNI)

2. Memilih Passport  bagi  Pelaku  Usaha
Perorangan (WNA)

3. Memiliki   Akta Pendirian  Perusahaan  bagi
Pelaku Usaha Badan Hukum

4. Memiliki  NPWP  bagi  pelaku  Usaha  Badan
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Hukum;
5. Memiliki Hak  Akses  OSS  Berupa  username

dan  Password
yang  diperoleh  setelah  mendaftarkan  di
oss.go.id

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah 
Rendah – Badan     Usaha

yataan Mandiri

B. Kategori Pelaku Usaha

Pelaku Usaha
Permohonan Perizinan
Berusaha Pernyataan

Mandiri

Sistem OSS menerbitkan
perizinan berusaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                             2 / 22                             2 / 22



C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

1. Kunjungi https://oss.go.id/
2. Pilih DAFTAR
3. Pilih Skala Usaha UMK
4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK
5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
6. Masukan Kode Verifikasi
7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
8. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha
9. Pendaftaran Berhasil
10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
11. Akun Anda siap digunakan

1. Kunjungi https://oss.go.id/

2. Pilih DAFTAR
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3. Pilih Skala UMK

    Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data Jika sebagai UMK (Badan Usaha)
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Lengkapi data Jika sebagai UMK (Badan Usaha-Koperasi)

6. Masukkan Kode Verifikasi

Masukkan Kode  Verifikasi  (Jika  Kode  Verifikasi Dikirim  ke Email)

Masukkan Kode Verifikasi (Jika Kode Verifikasi Dikirim ke
WhatsApp)
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7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha

Lengkapi Data Badan Usaha dan Data Direksi/Pengurus  (Badan Usaha)
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Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran

Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk

melihak Rincian akun OSS

Lengkapi Data Badan Usaha dan Data Direksi/Pengurus (Badan Usaha
- Koperasi)

9. Pendaftaran Berhasil
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10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password

    Username

    Password

11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan 
Menengah Rendah – Badan Usaha

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
2. Kunjungi https://oss.go.id/
3. Pilih MASUK
4. Masukkan Username dan Password 

beserta CAPTCHA yang tertera, lalu 
klik tombol MASUK

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih
Permohonan Baru

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha
7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha
8. Lengkapi Data Usaha (Isi Data 

Pemilihan Bidang Usaha)
9. Lengkapi Data Detail Usaha

10. Lengkapi Data Produk/Jasa
11. Periksa Data Usaha
12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor,

B{JS dan WLKP)
13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
14. Periksa dan Lengkapi Dokumen 

Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)

15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
16. Periksa Draf Perizinan Berusaha
17. Perizinan Berusaha terbit
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1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses

2. Kunjungi https://oss.go.id/

3. Pilih Masuk
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4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol 
MASUK

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

PERMOHONAN BARU

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku usaha ( badan usaha)
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a) Perseroan Terbatas (PT)

 Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang tertarik dari 
system AHU online khusu untuk jenis usaha PT,PT Perseorangan, CV, 
Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi

Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui
proses perekaman (izi secara manual) dalam system

 Data yang harus dilengkapi
1. Masa Berakhir Legalitas
2. Alamat Badan Usaha PT
3. Kecamatan
4. Kelurahan/Desa
5. RT/RW
6. Kode Pos
7. Email Badan Usaha PT
8. NPWP Badan Usaha PT
9. Nomor Telepon

 Sistem akan menampilkan data
secara otomatis
1. Nama Badan Usaha PT
2. Jenis Badan Usaha
3. Status Badan Hukum
4. Jangka Waktu PT
5. Status Penanaman Modal PT
6. Provinsi
7. Kabupaten/Kota

 Klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data paling
terbaru yang terdaftar dalam system AHU online
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b) Untuk Badan Usaha lainnya menyesuaikan Isian Form data pelaku usaha sesuai 
dengan Data Badan Usaha yang diminta oleh OSS.

7. Validasi Kelengkapan Data Bidang Usaha (Badan Usaha)

8. Lengkapi Data Bidang Usaha
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9. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

 VALIDASI RISIKO
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SIMPAN

10. Lengkapi Data Produk/Jasa

Lengkapi Data Produk/Jasa

Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan 
Tunggal dan KBLI Tertentu)

 Data yang harus Anda lengkapi
1. Jenis Produk/Jasa
2. Kapasitas (/Tahun)
3. Satuan Kapasitas
4. Apakah Anda sudah memiliki 

Sertifikat SNI?
(Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat SNI dan
Masa berlaku SNI)

5. Apakah Anda sudah memiliki 
Sertifikat Halal?
(Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat Halal, 
Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)

 Klik tombol SIMPAN

11. Periksa Daftar Usaha
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12. Lengkapi Data Usaha Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP (Khusus Badan Usaha)

13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha 
tertentu)
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15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
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16. Periksa Draf Perizinan Berusaha

TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

17. Perizinan Berusaha telah terbit

Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)

CETAK NIB

Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

Cetak Sertifikat Standar

CETAK NIB
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Cetak Sertifikat Standar

CETAK NIB

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB)

Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)
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4. Jangka
Waktu 
Pelayanan

Ditentukan oleh Sistem OSS

5. Biaya/Tarif Gratis
6. Produk 

Layanan
1. NIB   Usaha Resiko Rendah➜
2. NIB + Sertifikat Standar Usaha Resiko ➜

Menengah Rendah

7. Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office;
3. Loket pelayanan penyerahan;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet;
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Lemari dokumen;
15. Alat Tulus Kantor;
16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / 

Manual;
18. Website dan Email;
19. Internet (Wifi);
20. Kamera (CCTV);

8. Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal;
4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. Penanganan 
Pengaduan, 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
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Saran, dan 
Masukan

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bi
dang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-
8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual / 
elektronik.

11. Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 
(lima) orang

12. Jaminan 
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten
dengan prinsip  pelayanan prima;

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian
persyaratan, waktu, dan biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS

(Transparan,  Akuntabel,  Profesional,  Inovatif,
Senyum)

13. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan
Pelayanan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Lembata

2. NIB/Sertifikat  Standar  Dicetak  dan  dibubuhi
tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga
dijamin keasliannya.

14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Survei Kepuasan Masyarakat;
 Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei

Kepuasan  Masyarakat  (SKM),  dengan
Mekanisme  Setiap  Pemohon  yang  datang
yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan  dikeluarkan  diwajibkan  mengisi
Kuisioner  Survei  Kepuasan  masyarakat
(SKM) melalui Website /elektronik /lembaran
SKM;

 Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat  dan  Indek  Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

 Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat
(SKM)  dalam  Pembuatan  laporan  Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.
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2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui
pengukuran Penerapan standar pelayanan yang
dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam  bentuk  laporan  Secara  berkala  dan
periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward
Sekurang-  kurangnya  2  kali  setahun  dan
Punishment  apabila  terbukti melakukan
pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah
dilakukan pemeriksaan.

 

 Ditetapkan di : Lewoleba
 Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP.19701222 200012 1 002
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3. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL 
(UMK) RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI ONLINE SINGLE 
SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-ORANG PERSEORANGAN 

 

No Komponen Uraian 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 

Daerah; 

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 

Fasilitas Penanaman Modal; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 

28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 

2023 Nomor 28). 

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI) 

2. Memilih Passport bagi Pelaku Usaha 

Perorangan (WNA) 

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi 

Pelaku Usaha Badan Hukum 

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan 

Hukum; 

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan 

Password yang diperoleh setelah mendaftarkan 

di oss.go.id. 
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3. Sistem, mekanisme dan prosedur; 
A. Bagan alur Perizinan Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan tinggi 
    Orang Perseorangan 

a. Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi 

 
b. Alur Penerbitan Persetujuan Izin untuk Risiko Tinggi 

 
 

B. Kategori Pelaku Usaha 
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C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil ( Non 

UMK) 

1. Kunjungi https://oss.go.id/ 

2. Pilih DAFTAR 

3. Pilih Skala Usaha Non UMK 

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK 

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran 

6. Masukan Kode Verifikasi 

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru 

8. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha 

9. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password 

10. Pendaftaran Berhasil 

11. Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke system OSS 

1. Kunjungi https://oss.go.id/ 

 

2. Pilih DAFTAR 

 

3. Pilih Skala Usaha Non UMK 
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4. Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK 

 

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran 
Lengkapi data Jika sebagai Non UMK (Perseorangan) 

 

6. Masukkan Kode Verifikasi 
Masukkan Kode  Verifikasi  (Jika  Kode  Verifikasi  Dikirim  ke 
Email) 
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7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Orang Perseorangan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
8. Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan) 

 

9. Pendaftaran Berhasil 
 

 
 

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password 
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11.  Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS 

 
D. Langkah Mengurus Perizinan   Berusaha Bagi Usaha  Mikro Kecil  

(UMK) Menengah Tinggi dan tinggi – Orang Perseorangan 

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses 

2. Kunjungi https://oss.go.id/ 

3. Pilih MASUK 

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, 

lalu klik tombol MASUK 

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru 

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha 

7. Isii Pemilihan Bidang Usaha 

8. Lengkapi Data Detail Usaha 

9. Lengkapi Data Produk/Jasa 

10. Periksa Daftar Produk /Jasa 

11. Periksa Data Usaha 

12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha 

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI / 
Bidang Usaha Tertentu )  

14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri 

15. Periksa Draf Perizinan Berusaha 

16. Perizinan Berusaha Terbit (SS belum terverifikasi/Izin belum terbit) 

 
 

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses 
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2. Kunjungi https://oss.go.id/ 

 
3. Pilih MASUK 

 
4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, 

lalu klik tombol MASUK 

 
5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru 

 
6. Lengkapi Data Pelaku Usaha 
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7. Lengkapi Data bidang  Usaha 

 
8. Lengkapi Data Detail Usaha 

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di DARAT 
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Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di HUTAN 
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Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di LAUT 
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9. Lengkapi Data Produk/Jasa 

 
10. Periksa Daftar Produk/Jasa 

 
11. Periksa Data Usaha 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            14 / 24                            14 / 24



12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha 

Periksa Daftar Kegiatan Usaha (untuk Lokasi Usaha yang perlu verifikasi KKPR) 

 
Periksa Daftar Kegiatan Usaha 

 
13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan 

(KBLI/Bidang Usaha Tertentu) 
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Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang 

Usaha Tertentu)-Lanjutan 

 
Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang 
Usaha Tertentu)-Lanjutan 
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14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri 

 
15. Periksa Draf Perizinan Berusaha 

 
16. Perizinan Berusaha terbit 

Perizinan Berusaha Telah Terbit (Sertifikat Standar Belum 
Terverifikasi) 
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Perizinan Berusaha Telah Terbit (Bizin Belum Terbit) 

 
E. Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan 

1. Buka Menu Perizinan, pilih Pemenuhan Persyaratan 

2. Pilih tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha / Persyaratan 

3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan 

4. Tunggu Proses Verifikasi dan Persetujuan Pemenuhan Standar 

Usaha / Persyaratan 

5. Perizinan Berusaha telah terbit 

1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan 

 

(Risiko Menegah Tinggi) 

2. a. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan 

(Risiko Menegah Tinggi) 
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3. a.Lengkapi Dokumen Pemenuhan (Risiko Menegah Tinggi) 

 

4. a.Tunggu status perubahan dalam proses Verifikasi Perizinan 
Berusaha (risiko menegah tinggi) 

 

 

(Risiko  Tinggi) 
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2.b. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan 

(Risiko Tinggi) 

 

3.b.Lengkapi Dokumen Pemenuhan (Risiko Tinggi) 

 

4.b.Tunggu status perubahan dalam proses Verifikasi Perizinan 
Berusaha (risiko tinggi) 

 

 

5.Perizinan Berusaha Telah Terbit 
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5.a.Perizinan Usaha Telah Terbit (Risiko Menegah Tinggi) 

 

5.b.Perizinan Usaha Telah Terbit (Risiko Tinggi) 

 

5.c.Perizinan Berusaha Telah Terbit (Contoh Cetakan NIB) 

 

5.c.Perizinan Berusaha Telah Terbit (Contoh Cetakan SS) 
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5.e.Perizinan Berusaha Telah Terbit (Contoh Cetakan NIB) 

 
4 Jangka Waktu 

Pelayanan 

Ditentukan oleh Sistem OSS 

5. Biaya/Tarif Gratis 

6. Produk Layanan 1. NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) ➜ 

Usaha Resiko Menengah Tinggi 

2. NIB + Izin ➜Usaha Resiko Tinggi 

 

7. Sarana, 

prasarana, 

dan/atau 

fasilitas; 

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2. Loket pelayanan Front Office; 

3. Loket pelayanan penyerahan; 

4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua; 

5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan; 

6. Ruang Menyusui; 

7. Ruang Bermain Anak; 

8. Tempat Sembayang; 

9. Kursi Roda; 

10. Toilet; 

11. Help Desk (Informasi); 

12. Kotak Saran dan Pengaduan; 
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13. Komputer dan Printer; 

14. Lemari dokumen; 

15. Alat Tulus Kantor; 

16. Sistem dan Informasi Antrian; 

17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / 

Manual; 

18. Website dan Email; 

19. Internet (Wifi); 

20. Kamera (CCTV); 

 

8.   Kompetensi 

Pelaksana 

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial; 

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku; 

3. Mampu mengoperasikan komputer; 

4. Sertifikasi Diklat PTSP. 

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1. Atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pejabat fungsional dan struktural; 

3. Tim Audit Internal; 

4. Melalui Sistem OSS dan insidental. 

10. Penanganan 

Pengaduan, 

Saran, dan 

Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com; 

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages

/bidang-pengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-

9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

manual/elektronik. 

11. Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 

(lima) orang 

12. Jaminan 

Pelayanan 

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten 

dengan prinsip pelayanan prima; 

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian 

persyaratan, waktu, dan biaya; 

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 

4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO 

TAPIS (Transparan, Akuntabel, Profesional, 

Inovatif, Senyum) 

13. Jaminan 

Keamanan dan 

Keselamatan 

Pelayanan 

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata 

2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi 

tanda tangan elektronik dan barkode, 

sehingga dijamin keasliannya. 
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14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

1. Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan 

Mekanisme Setiap Pemohon yang datang 

yang telah mengurus izin dan Produk 

Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan 

mengisi Kuisioner Survei Kepuasan 

masyarakat (SKM) melalui Website 

/elektronik /lembaran SKM; 

• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil 

Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei 

Kepuasan Masyarakat setiap semester. 

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 

melalui pengukuran Penerapan standar 

pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk 

laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan 

Reward Sekurang- kurangnya 2 kali setahun 

dan Punishment apabila terbukti melakukan 

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

 

  Ditetapkan di : Lewoleba 
  Pada Tanggal :${tanggal_naskah} 

 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA 
 
 

 
${ttd_pengirim} 

 
 
 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 
Pembina Tk. I 

NIP.19701222 200012 1 002 

7 Oktober 2024

${ttd}
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4. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL 
(UMK) RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI ONLINE 
SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-BADAN USAHA 

 
No Komponen Uraian 

1. Dasar 
Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 
Daerah; 

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Fasilitas Penanaman Modal; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 

28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 

2023 Nomor 28). 

 
2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI) 
2. Memilih Passport bagi Pelaku Usaha 

Perorangan (WNA) 
3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi 

Pelaku Usaha Badan Hukum 
4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan 

Hukum; 
5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan 

Password yang diperoleh setelah mendaftarkan 
di oss.go.id. 
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3. Sistem, mekanisme dan prosedur; 
A. Bagan alur Perizinan UMK Risiko Menengah Tinggi dan tinggi-Badan 
    Usaha 

a. Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi 

 
b. Alur Penerbitan Persetujuan Izin untuk Risiko Tinggi 

 
 

B. Kategori Pelaku Usaha 
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C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil ( Non 

UMK) 

1. Kunjungi https://oss.go.id/ 

2. Pilih DAFTAR 

3. Pilih Skala Usaha UMK 

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK 

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran 

6. Masukan Kode Verifikasi 

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru 

8. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha 

9. Pendaftaran Berhasil 

10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password 

11. Akun Anda siap digunakan 
 

1. Kunjungi https://oss.go.id/ 

 

2. Pilih DAFTAR 
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3. Pilih Skala Usaha UMK 

 

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK 

 

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran 
Lengkapi data Jika sebagai UMK (Badan Usaha) 
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Lengkapi data sebagai UMK Kantor Perwakilan 
 
Lengkapi data sebagai UMK Badan Usaha Luar Negeri 

6. Masukkan Kode Verifikasi 
Masukkan Kode  Verifikasi  (Jika  Kode  Verifikasi  Dikirim  ke 
Email) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru 
Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Badan Usaha) 
Lengkapi Formulir dan buat Password Baru  (Kantor Perwakilan) 
Lengkapi Formulir dan buat Password Baru  (Badan Usaha Luar Negeri) 

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha 
Lengkapi Data Badan Usaha dan Badan Usaha) 
Lengkapi  Data Kantor  Perwakilan  -  WNI  (Kantor  Perwakilan) 
Lengkapi  Data Kantor  Perwakilan  -  WNA  (Kantor Perwakilan) 
Lengkapi Data Badan Usaha Luar Negeri - WNI (Badan Usaha Luar 
Negeri) 
Lengkapi Badan Usaha Luar Negeri (BULN) - WNA (Badan Usaha Luar 
Negeri) 

9. Pendaftaran Berhasil 
 

 
 

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password 
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11.  Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS 

 
D. Langkah   Mengurus Perizinan   Berusaha Bagi Usaha Mikro 

Kecil (UMK) Menengah Tinggi dan tinggi - Badan Usaha 

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses 

2. Kunjungi https://oss.go.id/ 

3. Pilih MASUK 

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, 

lalu klik tombol MASUK 

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru 

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha 

7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha 

8. Lengkapi Data Usaha 

9. Lengkapi Data Detail Usaha 

10. Lengkapi Data Produk/Jasa 

11. Periksa Daftar Usaha 

12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP) 

13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha 

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan 
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu) 

15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri 

16. Periksa Draf Perizinan Berusaha 

17. Perizinan Berusaha Terbit 

 
 

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses 
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2. Kunjungi https://oss.go.id/ 

 
3. Pilih MASUK 

 
4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, 

lalu klik tombol MASUK 

 
5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru 
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6. Lengkapi Data Pelaku Usaha 

 
Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku Usaha (badan usaha) 

a) Perseroan Terbatas (PT) 

 

• Sistem akan menampilkan data Badan Usaha 
yang tertarik dari system AHU online khusu 
untuk jenis usaha PT,PT Perseorangan, CV, 
Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi 

Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis 

usaha lainnya harus melalui proses 
perekaman (izi secara manual) dalam system 

• Data yang harus dilengkapi 
1. Masa Berakhir Legalitas 
2. Alamat Badan Usaha PT 
3. Kecamatan 
4. Kelurahan/Desa 
5. RT/RW 
6. Kode Pos 
7. Email Badan Usaha PT 
8. NPWP Badan Usaha PT 
9. Nomor Telepon 

 

• Sistem akan menampilkan data secara otomatis 
1. Nama Badan Usaha PT 
2. Jenis Badan Usaha 
3. Status Badan Hukum 
4. Jangka Waktu PT 
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5. Status Penanaman Modal PT 
6. Provinsi 
7. Kabupaten/Kota 

• Klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data paling 
terbaru yang terdaftar dalam system AHU online 

 

 

 

b) Untuk Badan Usaha lainnya menyesuaikan Isian Form data pelaku    usaha 
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sesuai dengan Data Badan Usaha yang diminta oleh OSS. 

 

7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha 

 
8. Lengkapi Data Usaha 

 

 
9. Lengkapi Data Detail Usaha 
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Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di DARAT 
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Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di HUTAN 
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Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di LAUT 

 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            14 / 25                            14 / 25
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10. Lengkapi Data Produk/Jasa 

 
11. Periksa Daftar Usaha 

 
12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP) 
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13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha 

Periksa Daftar Kegiatan Usaha (untuk Lokasi Usaha yang perlu verifikasi KKPR) 

 
 

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan 
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu) 
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            18 / 25                            18 / 25



15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri 

 
16. Periksa Draf Perizinan Berusaha 

 
17. Perizinan Berusaha terbit 

 
 

E. Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan 

1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan 

2. Pilih KBLI yang ingin diproses 

3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan 

4. Tunggu Perubahan Status Pemenuhan 

5. Perizinan Berusaha telah terbit 
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1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan 

 

2. Pilih KBLI yang ingin diproses 

Klik tombol Proses Pemenuhan Persyaratan Izin 

  Pilih 
KBLI  yang ingin diproses  (Jika pemenuhan  di  luar  sistem  OSS) 
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3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan 

 

4. Tunggu Perubahan Status Pemenuhan 
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5. Perizinan Berusaha telah terbit 

 

 Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB) 

 

 Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS) 
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 Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan Izin) 

 
 
 

4 Jangka Waktu 

Pelayanan 

Ditentukan oleh Sistem OSS 

5. Biaya/Tarif Gratis 

6. Produk Layanan 1. NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) ➜ 

Usaha Resiko Menengah Tinggi 

2. NIB + Izin ➜Usaha Resiko Tinggi 

 

7. Sarana, 

prasarana, 

dan/atau 

fasilitas; 

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2. Loket pelayanan Front Office; 

3. Loket pelayanan penyerahan; 

4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua; 

5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan; 

6. Ruang Menyusui; 

7. Ruang Bermain Anak; 

8. Tempat Sembayang; 

9. Kursi Roda; 

10. Toilet; 

11. Help Desk (Informasi); 

12. Kotak Saran dan Pengaduan; 

13. Komputer dan Printer; 

14. Lemari dokumen; 

15. Alat Tulus Kantor; 

16. Sistem dan Informasi Antrian; 

17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / 

Manual; 

18. Website dan Email; 

19. Internet (Wifi); 

20. Kamera (CCTV); 
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8.   Kompetensi 

Pelaksana 

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial; 

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku; 

3. Mampu mengoperasikan komputer; 

4. Sertifikasi Diklat PTSP. 

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1. Atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pejabat fungsional dan struktural; 

3. Tim Audit Internal; 

4. Melalui Sistem OSS dan insidental. 

10. Penanganan 

Pengaduan, 

Saran, dan 

Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com; 

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages

/bidang-pengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-

9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

manual/elektronik. 

 

11. Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 

(lima) orang 

12. Jaminan 

Pelayanan 

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten 

dengan prinsip pelayanan prima; 

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian 

persyaratan, waktu, dan biaya; 

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 

4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO 

TAPIS (Transparan, Akuntabel, Profesional, 

Inovatif, Senyum) 

 

13. Jaminan 

Keamanan dan 

Keselamatan 

Pelayanan 

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata 

2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi 

tanda tangan elektronik dan barkode, 

sehingga dijamin keasliannya. 

 

14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

1. Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan 

Mekanisme Setiap Pemohon yang datang 

yang telah mengurus izin dan Produk 

Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan 

mengisi Kuisioner Survei Kepuasan 

masyarakat (SKM) melalui Website 
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/elektronik /lembaran SKM; 

• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil 

Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei 

Kepuasan Masyarakat setiap semester. 

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 

melalui pengukuran Penerapan standar 

pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk 

laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan 

Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun 

dan Punishment apabila terbukti melakukan 

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

 

  Ditetapkan di : Lewoleba 
  Pada Tanggal : ${tanggal_naskah} 

 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 
 

 
 

${ttd_pengirim} 

 
 
 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 
Pembina Tk. I 

NIP.19701222 200012 1 002 

7 Oktober 2024

${ttd}
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5. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
     KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
     BERBASIS RISIKO- USAHA MIKRO KECIL (UMK)

NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar 

Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah  Daerah  sebagaimana  telah  diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021
tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

4. Peraturan Badan Koordinasi  Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Sistem  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan Badan Koordinasi  Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman  dan  Tata  Cara  Pelayanan  Perizinan
Berusaha  Berbasis  Risiko  dan  Fasilitas
Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 28
Tahun  2023  tentang  Pendelegasian  Wewenang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non
Perizinan  Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
Kabupaten  Lembata  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan
(NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI)

2. Memilki Passport bagi Pelaku Usaha
Perorangan (WNA)

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan
bagi Pelaku Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha
Badan Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa
username dan Password yang
diperoleh setelah mendaftarkan di
oss.go.id
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3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan UMK PB-UMKU
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B. Kategori Pelaku Usaha

C. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha UMK Bagi PB-UMKU

1. Pastikan Anda telah memilki hak akses
2. Kunjungi https://oss.go.id/
3. Pilih MASUK
4. Masukan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK
5. Klik Menu PB-UMKU dan Permohonan Baru
6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU
7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU
9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU
10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
11. Contoh Tampilan Periznan pada K/L
12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan
13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit
14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
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2. Kunjungi https://oss.go.id/

3. Pilih Masuk

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik 
tombol MASUK
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5. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru

PERMOHONAN BARU

6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

Pilih KBLI untuk pengajuan  PB-UMKU (Jika terjadi konversi KBLI 2017 
menjadi KBLI 2020)
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7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU
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9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU
Lengkapi  Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada  unggah 
dokumen Persyaratan)

L engkapi  Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada  Persyaratan 
Lampiran Data Teknis)

Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada unggah 
dokumen Persyaratan)
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10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

10.a. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika 
sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)

10.b.Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika 
sebelumnya tidak mengunggah dokumen persyaratan)

Pemenuhan Persyaratan PB UMKU DI SISTEM K/L

11. Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem K/L
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12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan

12.a. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan 
Persyaratan)

Prose Pemenuhan Standar Usaha
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12.b.Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP)
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13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit

 Cetak Perizinan Berusaha UMKU

14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)
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4. Jangka
Waktu 
Pelayanan

Ditentukan oleh Sistem OSS

5. Biaya/Tarif Gratis
6. Produk 

Layanan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 
Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sesuai Jenis PB-
UMKU Yang Diajukan.

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office;
3. Loket pelayanan penyerahan;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet;
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Lemari dokumen;
15. Alat Tulus Kantor;
16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / 

Manual;
18. Website dan Email;
19. Internet (Wifi);
20. Kamera (CCTV);

8. Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal;
4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. Penanganan 
Pengaduan, 
Saran, dan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Masukan 4. Pengaduan dan Kuesioner online 
https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pag
es/bidang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-
9383-8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 
manual/elektronik.

11. Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 
5 (lima) orang

12. Jaminan 
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten 
dengan prinsip pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian 
persyaratan, waktu, dan biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS 

(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif, 
Senyum)

13. Jaminan 
Keamanan 
dan 
Keselamatan
Pelayanan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Lembata

2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi 
tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga 
dijamin keasliannya.

14. Evaluasi
Kinerja 
Pelaksana

1. Survei Kepuasan Masyarakat;
 Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei

Kepuasan  Masyarakat  (SKM),  dengan
Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang
telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil
Layanan  dikeluarkan  diwajibkan  mengisi
Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

 Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei
Kepuasan  Masyarakat  dan  Indek  Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

 Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat
(SKM)  dalam  Pembuatan  laporan  Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui
pengukuran Penerapan standar pelayanan yang
dilakukan  Sekurang-kurangnya  1  kali  setahun
(dalam  bentuk  laporan  Secara  berkala  danDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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periodik);
3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward

Sekurang-  kurangnya  2  kali  setahun  dan
Punishment  apabila  terbukti melakukan
pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP.19701222 200012 1 002
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6. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
RISIKO RENDAH DAN MENEGAH RENDAH ONLINE SINGLE 
SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-ORANG PERSEORANGAN

NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintah  Daerah  sebagaimana  telah  diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal
Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2021  tentang
Sistem  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal
Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2021  tentang
Pedoman  dan  Tata  Cara  Pelayanan  Perizinan
Berusaha Berbasis  Risiko  dan Fasilitas  Penanaman
Modal;

6. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lembata  Nomor  28
Tahun  2023  tentang  Pendelegasian  Wewenang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non
Perizinan  Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal
dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Lembata  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lembata
Tahun 2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  bagi
Pelaku Usaha Perorangan(WNI)

2. Memilih Passport  bagi  Pelaku  Usaha  Perorangan
(WNA)

3. Memiliki  Akta  Pendirian  Perusahaan  bagi  Pelaku
Usaha Badan Hukum

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;
5. Memiliki  Hak  Akses  OSS  Berupa  username  dan

Password  yang diperoleh  setelah  mendaftarkan  di
oss.go.id.
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3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

A. Bagan alur Perizinan UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah-
Orang Perseorangan

B. Kategori Pelaku Usaha

Pelaku Usaha
Permohonan Perizinan
Berusaha Pernyataan

Mandiri

Sistem OSS menerbitkan
perizinan berusaha
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C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

1. Kunjungi https://oss.go.id/
2. Pilih DAFTAR
3. Pilih Skala Usaha UMK
4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK
5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
6. Masukan Kode Verifikasi
7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
8. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha
9. Pendaftaran Berhasil
10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
11. Akun Anda siap digunakan

1. Kunjungi https://oss.go.id/

2. Pilih DAFTAR
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3. Pilih Skala UMK

    Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data Jika sebagai UMK (Orang Perseorangan)
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6. Masukkan Kode Verifikasi

a) Masukkan Kode  Verifikasi  (Jika  Kode  Verifikasi Dikirim  ke Email)

b) Masukkan   Kode    Verifikasi    (Jika   Kode    Verifikasi    Dikirim    ke 
WhatsApp)

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
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Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran

Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk
melihak

Rincian akun OSS

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)

9. Pendaftaran Berhasil

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password

    Username

    Password
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11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan 
Menengah Rendah - Orang Perseorangan

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak 
Akses

2. Kunjungi https://oss.go.id/
3. Pilih MASUK
4. Masukkan Username dan Password 

beserta Captcha yang tertera, lalu 
klik tombol MASUK

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih
Permohonan Baru

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha
7. Lengkapi Data Bidang Usaha
8. Lengkapi Data Data Bidang Usaha

9. Lengkapi Data Produk/Jasa Bidang
Usaha

10. Periksa Daftar Produk/Jasa
11. Periksa Data Usaha
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
13. Periksa dan Lengkapi Dokumen 

Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)

14. Pahami dan Centang Pernyataan
Mandiri

15. Periksa Draf Perizinan Berusaha
16. Perizinan Berusaha terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
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2. Kunjungi https://oss.go.id/

3. Pilih Masuk

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol 
MASUK
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Sistem akan menampilkan data secara otomatis
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Nomor Telepon
Alamat Sesuai KTP
Data yang harus Anda lengkapi
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Pribadi)
Email
BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)
Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walupun Pelaku Usaha bekum memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan
Klik tombol SIMPAN DATA
Klik tombol ISI BIDANG USAHA

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

PERMOHONAN BARU

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

7. Lengkapi Data Bidang Usaha
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8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

 Data yang harus Anda lengkapi
1. Nama Usaha/Kegiatan
2. Luas Lahan Usaha
3. Alamat Usaha
4. Provinsi
5. Kabupaten/Kota
6. Kecamatan
7. Kelurahan/Desa
8. Kode Pos
9. Apakah Kegiatan ini sudah 
berjalan? 10.Modal Usaha

 Klik VALIDASI RISIKO

9. Lengkapi Data Produk/Jasa

a) Lengkapi Data Produk/Jasa
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b) Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk 
Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)

 Data yang harus Anda lengkapi
1. Jenis Produk/Jasa
2. Kapasitas (/Tahun)
3. Satuan Kapasitas
4. Apakah Anda sudah memiliki 

Sertifikat SNI?
(Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat SNI dan
Masa berlaku SNI)

5. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat
Halal?
(Jika Ya. Isi Nomor Sertifikat Halal, 
Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)

 Klik tombol SIMPAN

10. Periksa Data Produk/Jasa
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11. Periksa Daftar Usaha

12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha 
tertentu)
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14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
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TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

CETAK NIB

15. Periksa Draf Perizinan Berusaha

16. Perizinan Berusaha telah terbit

a) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

CETAK NIB
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Cetak Sertifikat Standar

CETAK NIB

a) (Contoh Cetakan NIB)

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)
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4. Jangka Waktu 
Pelayanan

Ditentukan oleh Sistem OSS

5. Biaya/Tarif Gratis
6. Produk Layanan 1. NIB   Usaha Resiko Rendah➜

2. NIB + Sertifikat Standar Usaha Resiko ➜
Menengah Rendah

7. Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office;
3. Loket pelayanan penyerahan;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet;
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Lemari dokumen;
15. Alat Tulus Kantor;
16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / 

Manual;
18. Website dan Email;
19. Internet (Wifi);
20. Kamera (CCTV);

8. Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
2. Memahami  Peraturan  Perundang-undangan

yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal;
4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. Penanganan 
Pengaduan, 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
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Saran, dan 
Masukan

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan  dan  Kuesioner  online

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bi
dang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp  dengan  nomor  0812-9383-
8156

6. Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)
manual/elektronik.

11. Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 
(lima) orang

12. Jaminan 
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan prima;

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian
persyaratan, waktu, dan biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS

(Transparan, Akuntabel,  Profesional, Inlovatif,
Senyum).

13. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata

2. NIB/Sertifikat  Standar  Dicetak dan dibubuhi
tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga
dijamin keasliannya.

14. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana

1. Survei Kepuasan Masyarakat;
 Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei

Kepuasan  Masyarakat  (SKM),  dengan
Mekanisme  Setiap  Pemohon  yang  datang
yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan  dikeluarkan  diwajibkan  mengisi
Kuisioner  Survei  Kepuasan  masyarakat
(SKM)  melalui  Website  / elektronik /
lembaran SKM;

 Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

 Analisis  data Survei  Kepuasan Masyarakat
(SKM)  dalam  Pembuatan  laporan  Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.
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2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran Penerapan 14 komponen standar
pelayanan  yang  dilakukan  Sekurang-
kurangnya  1  kali  setahun  (dalam  bentuk
laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan
Reward Sekurang- kurangnya 2 kali  setahun
dan  Punishment  apabila  terbukti melakukan
pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN LEMBATA,

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOLBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP. 19701222 200012 1 002
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7. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL 
    (UMK) RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH ONLINE 
    SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-BADAN USAHA 

 
No Komponen Uraian 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 

Daerah; 

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 

Fasilitas Penanaman Modal; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 

28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 

2023 Nomor 28). 

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI) 

2. Memilih Passport bagi Pelaku Usaha 
Perorangan (WNA) 

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi 
Pelaku Usaha Badan Hukum 

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan 
Hukum; 

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan 
Password yang diperoleh setelah mendaftarkan 
di oss.go.id. 

3. Sistem, mekanisme dan prosedur; 
A. Bagan alur Perizinan Non UMK Risiko Rendah dan Menengah 

Rendah-Orang Perseorangan 
 

 
 

 
Pelaku Usaha 

Permohonan Perizinan 
Berusaha Pernyataan 

Mandiri 

sistemOSS menerbitkan 
perizinan berusaha 
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B. Kategori Pelaku Usaha 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil 
(Non UMK) 

1. Kunjungi https://oss.go.id/ 

2. Pilih DAFTAR 

3. Pilih Skala Usaha Non UMK 

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK 

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran 

6. Masukan Kode Verifikasi 

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru 

8. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha 

9. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password 

10. Pendaftaran Berhasil 

11. Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke system OSS 

1. Kunjungi https://oss.go.id/ 

 

2. Pilih DAFTAR 

 

3. Pilih Skala Usaha Non UMK 
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4. Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK 

 

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran 

Lengkapi data Jika sebagai Non UMK (Badan Usaha) 

 

 Lengkapi data sebagai Non UMK Kantor Perwakilan 

 
 Lengkapi data sebagai Non UMK Badan Usaha Luar Negeri 
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6. Masukkan Kode Verifikasi 
Masukkan Kode  Verifikasi  (Jika  Kode  Verifikasi  Dikirim  ke 
Email) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru  

Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Badan Usaha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Kantor Perwakilan) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Badan Usaha Luar 
Negeri) 
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8. Lengkapi Data Pelaku Usaha  
Lengkapi Data Badan Usaha (Badan Usaha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lengkapi Data Kantor Perwakilan  - WNI  (Kantor Perwakilan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lengkapi Data Kantor Perwakilan  - WNA (Kantor Perwakilan) 
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Lengkapi Data Badan Usaha Luar Negeri - WNI (Badan Usaha 
Luar Negeri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lengkapi Badan Usaha Luar Negeri (BULN) - WNA (Badan 
Usaha Luar Negeri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9. Pendaftaran Berhasil 
 

 
 

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password 
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11.  Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS 

 
D. Langkah Mengurus Perizinan   Berusaha Bagi Non Usaha Mikro Kecil 

(Non UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah – Badan Usaha 
1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses 
2. Kunjungi https://oss.go.id/ 
3. Pilih MASUK 
4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu 

klik tombol MASUK 
5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru 
6. Lengkapi Data Badan Usaha 
7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha 
8. Lengkapi Data Usaha 
9. Lengkapi Data Detail Usaha 
10. Lengkapi Data Produk/Jasa 
11. Periksa Daftar Produk/Jasa 
12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP) 
13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha 
14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang 

Usaha Tertentu) 
15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri 
16. Periksa Draf Perizinan Berusaha (NIB) 
17. Perizinan Berusaha terbit 
 

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses 
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2. Kunjungi https://oss.go.id/ 

 
3. Pilih MASUK 

 
4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, 

lalu klik tombol MASUK 

 
5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru 
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6. Lengkapi Data Pelaku Usaha 

 
Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku  
Usaha ( badan usaha) 
a) Perseroan Terbatas (PT) 

• Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang 
tertarik dari system  AHU online khusu untuk jenis 
usaha PT,PT Perseorangan, CV, Firma, 
Persekutuan Perdata, dan Koperasi 
Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha 
lainnya harus melalui  proses perekaman (izi 
secara manual) dalam system 

• Data yang harus dilengkapi 
1) Masa Berakhir Legalitas 
2) Alamat Badan Usaha PT 
3) Kecamatan 
4) Kelurahan/Desa 
5) RT/RW 
6) Kode Pos 
7) Email Badan Usaha PT 
8) NPWP Badan Usaha PT 
9) Nomor Telepon 

• Sistem akan menampilkan data secara otomatis 
1) Nama Badan Usaha PT 
2) Jenis Badan Usaha 
3) Status Badan Hukum 
4) Jangka Waktu PT 
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5) Status Penanaman Modal PT 
6) Provinsi 
7) Kabupaten/Kota 

• Klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data 
paling terbaru yang terdaftar dalam system AHU online 

 

 

 

b) Untuk Badan Usaha lainnya menyesuaikan Isian Form 
data pelaku usaha sesuai dengan Data Badan Usaha 
yang diminta oleh OSS. 

7. Validasi Kelengkapan  Data  bidang  Usaha (Badan Usaha) 
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8. Lengkapi Data Bidang Usaha 

 
 

 
9. Detail Usaha 

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di DARAT 
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Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di HUTAN 
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Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di LAUT 
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10. Lengkapi Data Produk/Jasa 

 
11. Periksa Daftar Produk/Jasa 

 
12. Periksa Data Usaha 
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13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha 

 

 
 

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan 
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu) 
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15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri 

 
16. Periksa Draf Perizinan Berusaha 

 
17. Perizinan Berusaha terbit 

Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah) 
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Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah) 

 
Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB) 

 
Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS) 

 
 

4 Jangka Waktu 

Pelayanan 

Ditentukan oleh Sistem OSS 

5. Biaya/Tarif Gratis 

6. Produk Layanan 1. NIB  ➜ Usaha Resiko Rendah 

2. NIB + Sertifikat Standar ➜Usaha Resiko 

Menengah Rendah 

7. Sarana, 

prasarana, 

dan/atau 

fasilitas; 

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2. Loket pelayanan Front Office; 

3. Loket pelayanan penyerahan; 

4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua; 
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5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan; 

6. Ruang Menyusui; 

7. Ruang Bermain Anak; 

8. Tempat Sembayang; 

9. Kursi Roda; 

10. Toilet; 

11. Help Desk (Informasi); 

12. Kotak Saran dan Pengaduan; 

13. Komputer dan Printer; 

14. Lemari dokumen; 

15. Alat Tulus Kantor; 

16. Sistem dan Informasi Antrian; 

17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / 

Manual; 

18. Website dan Email; 

19. Internet (Wifi); 

20. Kamera (CCTV); 

8.   Kompetensi 

Pelaksana 

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial; 

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku; 

3. Mampu mengoperasikan komputer; 

4. Sertifikasi Diklat PTSP. 

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1. Atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pejabat fungsional dan struktural; 

3. Tim Audit Internal; 

4. Melalui Sistem OSS dan insidental. 

10. Penanganan 

Pengaduan, 

Saran, dan 

Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com; 

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages

/bidang-pengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-

9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

manual/elektronik. 

11. Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 

(lima) orang 

12. Jaminan 

Pelayanan 

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten 

dengan prinsip pelayanan prima; 

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian 

persyaratan, waktu, dan biaya; 

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 

4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO 

TAPIS (Transparan, Akuntabel, Profesional, 

Inovatif, Senyum) 
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13. Jaminan 

Keamanan dan 

Keselamatan 

Pelayanan 

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata 

2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi 

tanda tangan elektronik dan barkode, 

sehingga dijamin keasliannya. 

14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

1. Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan 

Mekanisme Setiap Pemohon yang datang 

yang telah mengurus izin dan Produk 

Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan 

mengisi Kuisioner Survei Kepuasan 

masyarakat (SKM) melalui Website 

/elektronik /lembaran SKM; 

• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil 

Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei 

Kepuasan Masyarakat setiap semester. 

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 

melalui pengukuran Penerapan standar 

pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk 

laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan 

Reward Sekurang- kurangnya 2 kali setahun 

dan Punishment apabila terbukti melakukan 

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

 

  Ditetapkan di : Lembata 
  Pada Tanggal : ${tanggal_naskah} 

 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA 
 

 
 

${ttd_pengirim} 

 
 
 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 
Pembina Tk. I 

NIP.19701222 200012 1 002 

7 Oktober 2024

${ttd}
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8. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
    RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI ONLINE SINGLE
  SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-ORANG PERSEORANGAN

NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar 

Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan
Fasilitas Penanaman Modal;

6. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lembata  Nomor  28  Tahun
2023  tentang  Pendelegasian  Wewenang  Penyelenggaraan
Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  Kepada  Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha
Perorangan(WNI)

2. Memili Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)
3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan

Hukum
4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;
5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan Password yang

diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id
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3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan UMK Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi - Orang Perseorangan

a. Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi
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b. Alur Penerbitan Persetujuan Izin untuk Risiko Tinggi

B. Kategori Pelaku Usaha
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C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

1. Kunjungi https://oss.go.id/
2. Pilih DAFTAR
3. Pilih Skala Usaha UMK
4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK
5. Lengkapi Formulir Pendaftaran
6. Masukan Kode Verifikasi
7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
8. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha
9. Pendaftaran Berhasil
10. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password
11. Akun Anda siap digunakan

1. Kunjungi https://oss.go.id/

2. Pilih DAFTAR
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3. Pilih Skala UMK

    Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data Jika sebagai UMK (Orang Perseorangan)
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6. Masukkan Kode Verifikasi

a) Masukkan Kode  Verifikasi  (Jika  Kode  Verifikasi Dikirim  ke Email)

b) Masukkan Kode  Verifikasi  (Jika  Kode  Verifikasi Dikirim  ke  WhatsApp)

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru
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Pendaftaran Berhasil

Terima Kasih telah melakukan pendaftaran

Silahkan periksa kota masuk email Anda untuk

melihak Rincian akun OSS

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha

9. Pendaftaran Berhasil

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password

    Username

    Password
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11. Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS

D. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko 
Menengah Tinggi dan Tinggi - Orang Perseorangan

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak 
Akses

2. Kunjungi https://oss.go.id/
3. Pilih MASUK
4. Masukkan Username dan Password 

beserta CAPTCHA yang tertera, lalu 
klik tombol MASUK

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih
Permohonan Baru

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha
7. Lengkapi Data Bidang Usaha
8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

9. Lengkapi Data Produk/Jasa Bidang
Usaha

10. Periksa Daftar Produk/Jasa
11. Periksa Data Usaha
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
13. Periksa dan Lengkapi Dokumen 

Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang
Usaha Tertentu)

14. Pahami dan Centang Pernyataan
Mandiri

15. Periksa Draf Perizinan Berusaha
16. Perizinan Berusaha terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses
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2. Kunjungi https://oss.go.id/

3. Pilih Masuk

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA
yang tertera, lalu klik tombol MASUK
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5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

PERMOHONAN BARU

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

 Sistem akan menampilkan data secara otomatis
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nama
3. Tempat/Tanggal Lahir
4. Nomor Telepon
5. Alamat Sesuai KTP

 Data yang harus Anda lengkapi
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Pribadi)
2. Email
3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
4. BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)

Proses  perizinan  akan  tetap  bisa
dilanjutkan walupun  Pelaku  Usaha  bekum
memiliki  BPJS Kesehatan atau BPJS
Ketenagakerjaan

 Klik tombol SIMPAN DATA
 Klik tombol ISI BIDANG USAHA

7. Lengkapi Data Bidang Usaha
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8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

 Menengah Tinggi

 Tinggi
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9. Lengkapi Data Produk/Jasa

10. Periksa Data Produk/Jasa
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11. Periksa Daftar Usaha

12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

    PROSES PERIZINAN BERUSAHA

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan  (KBLI/Bidang Usaha 
tertentu)
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14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

15. Periksa Draf Perizinan Berusaha

TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

16. Perizinan Berusaha telah terbit (SS/Izin belum terverifikasi)
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PROSES PEMENUHAN STANDAR USAHA/PERSYARATAN

E. Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan

1. Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan
2. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan
3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan
4. Tunggu Proses Verifikasi dan Persetujuan Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan
5. Perizinan Berusaha Terbit

1. Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan

PEMENUHAN PERSYARATAN

2. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan

3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan
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4. Tunggu perubahan status pemenuhan dalam proses verifikasi perizinan 
berusaha

5. Perizinan Berusaha telah terbit
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a) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB)

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)

c) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan Izin)
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4. Jangka
Waktu 
Pelayanan

Ditentukan oleh Sistem OSS

5. Biaya/Tarif Gratis
6. Produk 

Layanan
1. NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) ➜Usaha Resiko

Menengah Tinggi
2. NIB + Izin ➜Usaha Resiko Tinggi

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau 
fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office;
3. Loket pelayanan penyerahan;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet;
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Lemari dokumen;
15. Alat Tulus Kantor;
16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / Manual;
18. Website dan Email;
19. Internet (Wifi);
20. Kamera (CCTV);

8. Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal;
4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. Penanganan 
Pengaduan, 
Saran, dan 
Masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidang-
pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11. Jumlah 
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12. Jaminan 
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, 
dan biaya;
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3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS 

(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)
13. Jaminan 

Keamanan 
dan 
Keselamatan
Pelayanan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Lembata

2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi tanda tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14. Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana

1. Survei Kepuasan Masyarakat;
 Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan

Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan  dikeluarkan  diwajibkan  mengisi  Kuisioner
Survei  Kepuasan  masyarakat  (SKM)  melalui  Website
/elektronik /lembaran SKM;

 Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

 Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara
berkala dan periodik);

1. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward 
Sekurang- kurangnya 2 kali setahun dan Punishment 
apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik 
pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

  Ditetapkan di : Lewoleba
  Pada Tanggal :7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP.19701222 200012 1 002
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9.  STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL 
(UMK) RISIKO MENENGAH TINGGI DAN TINGGI ONLINE SINGLE 
SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-BADAN USAHA 

 
No Komponen Uraian 

1. Dasar 
Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 

Daerah; 

4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 

Fasilitas Penanaman Modal; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 

28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 

2023 Nomor 28). 

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI) 

2. Memilih Passport bagi Pelaku Usaha 

Perorangan (WNA) 

3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi 

Pelaku Usaha Badan Hukum 

4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan 

Hukum; 

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan 

Password yang diperoleh setelah mendaftarkan 

di oss.go.id. 
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3. Sistem, mekanisme dan prosedur; 
A. Bagan alur Perizinan Non UMK Risiko Menengah Tinggi dan tinggi 

a. Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi 

 
b. Alur Penerbitan Persetujuan Izin untuk Risiko Tinggi 

 
 

B. Kategori Pelaku Usaha 
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C. Langkah Pendaftaran Hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil ( Non 

UMK) 

1. Kunjungi https://oss.go.id/ 

2. Pilih DAFTAR 

3. Pilih Skala Usaha Non UMK 

4. Pilih Jenis Pelaku Usaha Non UMK 

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran 

6. Masukan Kode Verifikasi 

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru 

8. Lengkapi Formulir Data Pelaku Usaha 

9. Cek email Anda untuk mengetahui Username dan Password 

10. Pendaftaran Berhasil 

11. Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke system OSS 

1. Kunjungi https://oss.go.id/ 

 

2. Pilih DAFTAR 

 

3. Pilih Skala Usaha Non UMK 
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4. Pilih Jenis Pelaku Usaha UMK 

 

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran 
Lengkapi data Jika sebagai Non UMK (Badan Usaha) 

 
Lengkapi data sebagai Non UMK Kantor Perwakilan 
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Lengkapi data sebagai Non UMK Badan Usaha Luar Negeri 

 

 

6. Masukkan Kode Verifikasi 
Masukkan Kode  Verifikasi  (Jika  Kode  Verifikasi  Dikirim  ke 
Email) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Lengkapi Formulir dan buat Password Baru 
Lengkapi Formulir dan buat Password Baru (Badan Usaha) 
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Lengkapi Formulir dan buat Password Baru  (Kantor Perwakilan) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lengkapi Formulir dan buat Password Baru  (Badan Usaha Luar Negeri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Lengkapi Data Pelaku Usaha 
Lengkapi Data Badan Usaha dan Badan Usaha) 
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 Lengkapi  Data Kantor  Perwakilan  -  WNI  (Kantor  Perwakilan) 

 
  
 Lengkapi  Data Kantor  Perwakilan  -  WNA  (Kantor Perwakilan) 

 

Lengkapi Data Badan Usaha Luar Negeri - WNI (Badan Usaha Luar Negeri) 
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Lengkapi Badan Usaha Luar Negeri (BULN) - WNA (Badan Usaha Luar 
Negeri) 

 

9. Pendaftaran Berhasil 
 

 
 

10. Cek email Anda untuk mengetahui username dan password 

 

11.  Akun Siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS 
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D. Langkah   Mengurus Perizinan   Berusaha Bagi Usaha Mikro 

Kecil (UMK) Menengah Tinggi dan tinggi - Badan Usaha 

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses 

2. Kunjungi https://oss.go.id/ 

3. Pilih MASUK 

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, 

lalu klik tombol MASUK 

5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru 

6. Lengkapi Data Pelaku Usaha 

7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha 

8. Lengkapi Data Usaha 

9. Lengkapi Data Detail Usaha 

10. Lengkapi Data Produk/Jasa 

11. Periksa Daftar Usaha 

12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP) 

13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha 

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan 
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu) 

15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri 

16. Periksa Draf Perizinan Berusaha 

17. Perizinan Berusaha Terbit 

 
 

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses 

 
2. Kunjungi https://oss.go.id/ 
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3. Pilih MASUK 

 
4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, 

lalu klik tombol MASUK 

 
5. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru 

 
6. Lengkapi Data Pelaku Usaha 
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Berikut merupakan salah satu contoh input data pelaku Usaha (badan usaha) 

a) Perseroan Terbatas (PT) 

 

• Sistem akan menampilkan data Badan Usaha 
yang tertarik dari system AHU online khusu 
untuk jenis usaha PT,PT Perseorangan, CV, 
Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi 

Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis 
usaha lainnya harus melalui proses 
perekaman (izi secara manual) dalam system 

• Data yang harus dilengkapi 
1. Masa Berakhir Legalitas 
2. Alamat Badan Usaha PT 
3. Kecamatan 
4. Kelurahan/Desa 
5. RT/RW 
6. Kode Pos 
7. Email Badan Usaha PT 
8. NPWP Badan Usaha PT 
9. Nomor Telepon 

 

• Sistem akan menampilkan data secara otomatis 
1. Nama Badan Usaha PT 
2. Jenis Badan Usaha 
3. Status Badan Hukum 
4. Jangka Waktu PT 
5. Status Penanaman Modal PT 
6. Provinsi 
7. Kabupaten/Kota 

• Klik tombol Tarik Ulang Data AHU untuk menampilkan data paling 
terbaru yang terdaftar dalam system AHU online 
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b) Untuk Badan Usaha lainnya menyesuaikan Isian Form data pelaku    usaha 
sesuai dengan Data Badan Usaha yang diminta oleh OSS. 

 

7. Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha 

 
8. Lengkapi Data Usaha 
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9. Lengkapi Data Detail Usaha 

Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di DARAT 
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Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di HUTAN 
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Jika pilih “Lokasi kegiatan usaha” di LAUT 
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10. Lengkapi Data Produk/Jasa 

 
11. Periksa Daftar Usaha 

 
12. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP) 
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13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha 

Periksa Daftar Kegiatan Usaha (untuk Lokasi Usaha yang perlu verifikasi KKPR) 

 
 

14. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan 
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu) 
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15. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri 

 
16. Periksa Draf Perizinan Berusaha 

 
17. Perizinan Berusaha terbit 

 
 

E. Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan 

1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan 

2. Pilih KBLI yang ingin diproses 

3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan 

4. Tunggu Perubahan Status Pemenuhan 

5. Perizinan Berusaha telah terbit 
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1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan 

 

2. Pilih KBLI yang ingin diproses 

Klik tombol Proses Pemenuhan Persyaratan Izin 

  Pilih 
KBLI  yang ingin diproses  (Jika pemenuhan  di  luar  sistem  OSS) 
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3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan 

 

4. Tunggu Perubahan Status Pemenuhan 
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5. Perizinan Berusaha telah terbit 

 

 Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB) 

 

 Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS) 
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 Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan Izin) 

 
 

4 Jangka Waktu 

Pelayanan 

Ditentukan oleh Sistem OSS 

5. Biaya/Tarif Gratis 

6. Produk Layanan 1. NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) ➜ 

Usaha Resiko Menengah Tinggi 

2. NIB + Izin ➜Usaha Resiko Tinggi 

 

7. Sarana, 

prasarana, 

dan/atau 

fasilitas; 

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2. Loket pelayanan Front Office; 

3. Loket pelayanan penyerahan; 

4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua; 

5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan; 

6. Ruang Menyusui; 

7. Ruang Bermain Anak; 

8. Tempat Sembayang; 

9. Kursi Roda; 

10. Toilet; 

11. Help Desk (Informasi); 

12. Kotak Saran dan Pengaduan; 

13. Komputer dan Printer; 

14. Lemari dokumen; 

15. Alat Tulus Kantor; 

16. Sistem dan Informasi Antrian; 

17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / 

Manual; 

18. Website dan Email; 

19. Internet (Wifi); 

20. Kamera (CCTV); 

8.   Kompetensi 

Pelaksana 

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial; 

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku; 

3. Mampu mengoperasikan komputer; 

4. Sertifikasi Diklat PTSP. 
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9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1. Atasan langsung secara berjenjang; 

2. Pejabat fungsional dan struktural; 

3. Tim Audit Internal; 

4. Melalui Sistem OSS dan insidental. 

10. Penanganan 

Pengaduan, 

Saran, dan 

Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com; 

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages

/bidang-pengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-

9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

manual/elektronik. 

11. Jumlah 

Pelaksana 

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 

(lima) orang 

12. Jaminan 

Pelayanan 

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten 

dengan prinsip pelayanan prima; 

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian 

persyaratan, waktu, dan biaya; 

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 

4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO 

TAPIS (Transparan, Akuntabel, Profesional, 

Inovatif, Senyum) 

13. Jaminan 

Keamanan dan 

Keselamatan 

Pelayanan 

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata 

2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi 

tanda tangan elektronik dan barkode, 

sehingga dijamin keasliannya. 

 

14. Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

1. Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan 

Mekanisme Setiap Pemohon yang datang 

yang telah mengurus izin dan Produk 

Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan 

mengisi Kuisioner Survei Kepuasan 

masyarakat (SKM) melalui Website 

/elektronik /lembaran SKM; 

• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil 

Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek 

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) dalam Pembuatan laporan Survei 
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Kepuasan Masyarakat setiap semester. 

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan 

melalui pengukuran Penerapan standar 

pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk 

laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan 

Reward Sekurang- kurangnya 2 kali setahun 

dan Punishment apabila terbukti melakukan 

pelanggaran Kode etik pelayanan setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

 
Ditetapkan di : Lewoleba 

Pada Tanggal : ${tanggal_naskah} 
 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEMBATA 

 
 
 

${ttd_pengirim} 
 
 

 
BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk. I 
NIP.19701222 200012 1 002 

 

7 Oktober 2024

${ttd}
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10. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
KEGIATAN  USAHA  (PB-UMKU)  ONLINE  SINGLE  SUBMISSION  (OSS)
BERBASIS RISIKO- NON USAHA MIKRO KECIL (NON UMK)

NO KOMPONEN URAIAN
1. Dasar 

Hukum
1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintah  Daerah  sebagaimana  telah  diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021
tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko;

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021
tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di
Daerah;

4. Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Sistem  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

5. Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman  dan  Tata  Cara  Pelayanan  Perizinan
Berusaha  Berbasis  Risiko  dan  Fasilitas
Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 28
Tahun  2023  tentang  Pendelegasian  Wewenang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten
Lembata  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lembata
Tahun 2023 Nomor 28).

2. Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi
Pelaku Usaha Perorangan (WNI);

2. Memili  Passport bagi  Pelaku Usaha Perorangan
(WNA);

3. Memiliki  Akta  Pendirian  Perusahaan  bagi
Pelaku Usaha Badan Hukum;

4. Memiliki  NPWP  bagi  pelaku  Usaha  Badan
Hukum;

5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan
Password  yang diperoleh  setelah  mendaftarkan
di oss.go.id.
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3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

A. Bagan alir Perizinan UMK PB-UMKU
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B. Kategori Pelaku Usaha

C. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Non UMK Bagi PB-UMKU

1. Pastikan Anda telah memilki hak akses
2. Kunjungi https://oss.go.id/
3. Pilih MASUK
4. Masukan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK
5. Klik Menu PB-UMKU dan Permohonan Baru
6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU
7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU
9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU
10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
11. Contoh Tampilan Periznan pada K/L
12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan
13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit
14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)

1. Pastikan Anda telah memiliki Hak Akses

Username

Password
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2. Kunjungi https://oss.go.id/

3. Pilih Masuk

4. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol 
MASUK
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5. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru

PERMOHONAN BARU

6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU

Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (Jika terjadi konversi KBLI 2017 menjadi 
KBLI 2020)
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7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU
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9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU

Lengkapi  Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen 
Persyaratan)

L engkapi  Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada  Persyaratan 
Lampiran Data Teknis)

Lengkapi  Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada  unggah dokumen 
Persyaratan)
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10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika 
sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)

Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika 
sebelumnya tidak mengunggah dokumen persyaratan)

Pemenuhan Persyaratan PB UMKU DI SISTEM K/L

11. Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem K/L
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12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan

Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan 
Persyaratan)

Prose Pemenuhan Standar Usaha
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Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP)
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13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit

 Cetak Perizinan Berusaha UMKU

14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)
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4. Jangka Waktu 
Pelayanan

Ditentukan oleh Sistem OSS

5. Biaya/Tarif Gratis
6. Produk 

Layanan
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan 
Usaha (PB-UMKU) Sesuai Jenis PB-UMKU Yang 
Diajukan.

7. Sarana, 
prasarana, 
dan/atau fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office;
3. Loket pelayanan penyerahan;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet;
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Lemari dokumen;
15. Alat Tulus Kantor;
16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / 

Manual;
18. Website dan Email;
19. Internet (Wifi);
20. Kamera (CCTV);

8. Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal;
4. Melalui Sistem OSS dan insidental.

10. Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
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Pengaduan, 
Saran, dan 
Masukan

2. E-mail : perizinan.lembata@gemail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bi
dang-pengaduan

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-
8156

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 
manual/elektronik.

11. Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 
(lima) orang.

12. Jaminan 
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan prima;

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian
persyaratan, waktu, dan biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS

(Transparan,Akuntabel,Profesional,Inovatif,
Senyum).

13. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan
Pelayanan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata

2. NIB/Sertifikat  Standar  Dicetak  dan  dibubuhi
tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga
dijamin keasliannya.

14. Evaluasi
Kinerja 
Pelaksana

1. Survei Kepuasan Masyarakat;
 Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei

Kepuasan  Masyarakat  (SKM),  dengan
Mekanisme  Setiap  Pemohon  yang  datang
yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan  dikeluarkan  diwajibkan  mengisi
Kuisioner  Survei  Kepuasan  masyarakat
(SKM) melalui Website /elektronik /lembaran
SKM;

 Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat  dan  Indek  Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

 Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat
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(SKM)  dalam  Pembuatan  laporan  Survei
Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui
pengukuran Penerapan standar pelayanan yang
dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun
(dalam  bentuk  laporan  Secara  berkala  dan
periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward
Sekurang-kurangnya  2  kali  setahun  dan
Punishment  apabila  terbukti melakukan
pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah
dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP.19701222 200012 1 002
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STANDAR PELAYANAN-

PERIZINAN NON BERUSAHA 

NON KBLI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDIDIKAN 



1. STANDAR  PELAYANAN  IZIN  OPERASIONAL  TK, PPT, KB, TPA,  DLL (PENDIDIKAN  ANAK
USIA  DINI  (PAUD)  SWASTA  (BARU,  PERPANJANGAN,  DAFTAR ULANG)

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor   20  Tahun  2003  Tentang  Sistem

Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang

Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020   tentang  Cipta Kerja;
4. Peraturan   Pemerintah    Nomor    5    Tahun 2021   tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan   Pemerintah   Nomor   4   Tahun   2022   Tentang

Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun 2021
Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  81
Tahun  2013  tentang  Pendirian  Satuan  Pendidikan  Nonformal;

8. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  31
Tahun   2014   tentang   Kerja   Sama  Penyelenggaraan   dan
Pengelolaan   Pendidikan   oleh   Lembaga   Pendidikan   Asing
Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

9. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  :  36
Tahun  2014  tentang  pedoman  pendirian,   perubahan  dan
Penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;

10. Peraturan  Menteri   Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  84
Tahun  2014 tentang Pendirian  Satuan  Pendidikan Anak Usia
Dini;

11.Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri   Nomor  138  Tahun  2017
tentang   Penyelenggaraan   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu
Daerah;

12.Peraturan   Menteri   Pendidikan,   Kebudayaan,   Riset,   Dan
Teknologi  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Standar  Isi  Pada
Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Jenjang  Pendidikan  Dasar,  Dan
Jenjang Pendidikan Menengah;

13.Peraturan  Bupati   Lembata  Nomor  28 Tahun  2023  tentang
Pendelegasian   Wewenangan   Penyelenggaraan   Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan  Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman
Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan Bermaterai;
2. Latar   belakang,   Tujuan,   Visi   dan   Misi,   Jadwal   Belajar,

Kurikulum
3. Rekomendasi  Kepala Desa/Lurah dan Rekom Camat
4. Rekomendasi Pengawas Tingkat Kecamatan
5. Rekomendasi  Korwil Dikpora Kecamatan
6. Rekomendasi Ketua Forum PAUD/IGTKI Kecamatan
7. Surat   Pernyataan   Kesanggupan   Membiayai  Operasional

Lembaga
8. Surat  Pernyataan  Kesanggupan Menyediakan  Tenaga Pendidik
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dan Kependidikan
9. Surat   Pernyataan   Kesanggupan  menyediakan   sarana

prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga
10.Surat Pernyataan kesanggupan membuat
     laporan bulanan
11.Data Pendidik dan Peserta Didik
12.Foto Copy KTP Pendiri/Pengelola dan Akta
     Notaris
13.NIB, KRK dan Foto Copy PBG
14.Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

3 Sistem, mekanisme dan
prosedur;

Keterangan :
1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO) dengan

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;
2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan,

Apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,
apabila tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan
kepada pemohon;

3. Dilakukan  verifikasi   kesesuaian   dokumen  dengan  peraturan
perundang-undangan;

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis,  maka  dibuatkan Surat  pengantar  kepada Dinas Teknis
untuk  melaksanakan  Kajian  Teknis  dan  Tim  teknis  melakukan
survey (jika diperlukan);

5. Jika   dipersyaratkan   pembayaran pajak/retribusi,   pemohon
melakukan pembayaran  dan    permohonan  diproses   lebih
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon.
4 Jangka  waktu Penyelesaian 5 (lima) hari kerja
5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk Pelayanan Surat Izin Operasional  Taman Kanak-Kanak (TK), Pos Paud Terpadu

(PPT), Kelompok   Bermain (KB), tempat  Penitipan Anak (TPA), dll
(Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta.
(baru, perpanjangan, daftar ulang)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                             2 / 12                             2 / 12



7 Sarana,  prasarana,  dan/atau
fasilitas;

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2.  Loket pelayanan Front Office:
3.  Loket pelayanan penyerahan izin;
4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6.  Ruang Menyusui;
7.  Ruang Bermain Anak;
8.  Tempat sembayang;
9.  Kursi Roda;
10.  Toilet (umum dan disabilitas);
11.  Help Desk (Informasi);
12.  Kotak Saran dan Pengaduan;
13.  Komputer dan Printer;
14.  Mesin Fotocopy;
15.  Lemari dokumen;
16.  Meja dan Kursi;
17.  Alat Tulis Kantor
18.  Sistem dan informasi  Antrian;
19. Survey Kepuasan Masyarakat manual/elektronik;
20.  Website dan Email;
21.  Internet (Wifi);
22.  Kamera (CCTV).

8 Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan
Internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1.  Atasan langsung secara berjenjang;
2.  Pejabat fungsional dan struktural;
3.  Tim Audit Internal.

10 Penanganan Pengaduan, 
saran,  dan masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perzinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.Lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner manual/online 

https://dpmptsp.Lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor  0821 9383 8156
7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12 Jaminan pelayanan  yang 

memberikan Kepastian 
pelayanan dilaksanakan 
sesuai  dengan standar  
pelayanan

1. Didukung   oleh   SDM  yang   berkompeten   dengan   prinsip
pelayanan prima;

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian persyaratan,  waktu,  dan
biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
5. Prinsip  pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan,

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)
13 Jaminan   keamanan   dan

keselamatan pelayanan dalam
bentuk komitmen

1. Terdapat   Standar   Operasional   Prosedur   (SOP)   Dinas
Penanaman   Modal   dan   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu
Kabupaten Lembata:
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untuk memberikan rasa  
aman, bebas  dari bahaya, 
dan resiko keraguraguan

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14 Evaluasi kinerja
Pelaksanaan

1. Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Evaluasi   kinerja   pelayanan   dilakukan melalui pengukuran

Penerapan  standar pelayanan  yang dilakukan  Sekurang
kurangnya  1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala
dan periodik);
 Evaluasi   Kinerja   dilakukan   melalui   Survei   Kepuasan

Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon
yang  datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil
Layanan  dikeluarkan  diwajibkan  mengisi  Kuisioner  Survei
Kepuasan  masyarakat  (SKM)  melalui  Website  /elektronik
/lembaran SKM;

 Rekapitulasi  data  hasil   laporan  Hasil Survei  Kepuasan
Masyarakat  dan  Indek  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  pada
website DPMPTSP;

 Analisis  data  Survei  Kepuasan Masyarakat (SKM)  dalam
Pembuatan  laporan  Survei Kepuasan  Masyarakat  setiap
semester.

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-
kurangnya  2  kali  setahun  dan  Punishment  apabila  terbukti
melakukan   pelanggaran   Kode   etik   pelayanan   setelah
dilakukan pemeriksaan.

  Ditetapkan di : Lewoleba
  Pada Tanggal : 21 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP.19701222 200012 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                             4 / 12                             4 / 12



2. STANDAR  PELAYANAN  IZIN  OPERASIONAL  SD  DAN  SMP  SWASTA  (BARU, 
PERPANJANGAN, DAFTAR ULANG)

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan

Nasional;
2.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah;
3.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020   tentang  Cipta Kerja;
4.   Peraturan   Pemerintah    Nomor    5    Tahun    2021   tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5.   Peraturan   Pemerintah    Nomor    6    Tahun    2021   tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2022  Tentang Perubahan  Atas

Peraturan   Pemerintah   Nomor   57   Tahun  2021  Tentang  Standar
Nasional Pendidikan;

7. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  81 Tahun  2013
tentang  Pendirian  Satuan  Pendidikan  Nonformal;

8. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  31 Tahun  2014
tentang  Kerja  Sama  Penyelenggaraan  dan Pengelolaan  Pendidikan
oleh   Lembaga   Pendidikan   Asing  Dengan  Lembaga  Pendidikan  di
Indonesia;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun  2014
tentang   pedoman   pendirian,   perubahan   dan  Penutupan  satuan
pendidikan dasar dan menengah;

10.Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  84 Tahun  2014
tentang  Pendirian  Satuan  Pendidikan  Anak Usia Dini;

11.Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri   Nomor  138  Tahun  2017 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah;

12.Peraturan   Menteri   Pendidikan,   Kebudayaan,   Riset,   Dan  Teknologi
Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Standar  Isi  Pada Pendidikan Anak
Usia  Dini,  Jenjang  Pendidikan  Dasar,  Dan  Jenjang  Pendidikan
Menengah;

13.  Peraturan   Bupati   Lembata   Nomor   28  Tahun   2023   tentang
Pendelegasian  Wewenang Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan   Kepada   Kepala   Dinas   Penanaman   Modal   dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

14.
2 Persyaratan 1. Latar  belakang,  Tujuan,  Visi  dan  Misi,  Jadwal  Belajar, Kurikulum

2. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah
3. Rekomendasi Camat
4. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Yayasan
5. Foto Copy PBG
6. Surat Pertimbangan Pendirian SD/SMP dari Yayasan
7. Identitas dan Alamat SD/SMP
8. Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki
9. Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang
10.Surat Keterangan Kurikulum yang akan digunakan
11. SK. Pendirian SD/SMP dari Yayasan
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12. SK Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru dari Yayasan
13 Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati Peraturan dan Perundang
     undangan yang  berlaku
13.  RIPS, Daftar Susunan pengelola sekolah
14.  NIB (Nomor Induk Berusaha)
15.  Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

3 Sistem,  mekanisme
dan prosedur;

Keterangan :
1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;
2. Petugas   memeriksa   permohonan   dan   kelengkapan   persyaratan

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila
tidak   lengkap   maka   permohonan   akan   dikembalikan   kepada
pemohon;

3. Dilakukan   verifikasi   kesesuaian   dokumen   dengan   peraturan
perundang-undangan;

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan teknis,
maka   dibuatkan  Surat  pengantar  kepada  Dinas  Teknis  untuk
melaksanakan  Kajian  Teknis  dan  Tim  teknis  melakukan  survey  (jika
diperlukan);

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran pajak/ retribusi,  pemohon melakukan
pembayaran   dan     permohonan   diproses   lebih   lanjut sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian   kuesioner   Survei   Kepuasan   Masyarakat   (SKM)   oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon.
4 Jangka  waktu

Penyelesaian
5 (lima) hari kerja

5 Biaya tariff Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk Pelayanan Surat  Izin  Operasional  SD  dan  SMP  Swasta  (baru, perpanjangan, daftar

ulang).
7 Sarana,  prasarana,

dan/atau fasilitas;
1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2.  Loket pelayanan Front Office:
3.  Loket pelayanan penyerahan izin;
4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6.  Ruang Menyusui;
7.  Ruang Bermain Anak;
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8.  Tempat sembayang;
9.  Kursi Roda;
10.  Toilet (umum dan disabilitas);
11.  Help Desk (Informasi);
12.  Kotak Saran dan Pengaduan;
13.  Komputer dan Printer;
14.  Mesin Fotocopy;
15.  Lemari dokumen;
16.  Meja dan Kursi;
17.  Alat Tulis Kantor
18.  Sistem dan informasi  Antrian;
19.  Survey Kepuasan Masyarakat manual/elektronik;
20.  Website dan Email;
21.  Internet (Wifi);
22.  Kamera (CCTV).

8 Kompetensi
Pelaksana

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3.  Mampu mengoperasikan komputer;
4.  Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan
Internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1.  Atasan langsung secara berjenjang;
2.  Pejabat fungsional dan struktural;
3.  Tim Audit Internal.

10 Penanganan
Pengaduan,  saran,
dan masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perzinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.Lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner manual/online 

https://dpmptsp.Lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor  0821 9383 8156
7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12 Jaminan  pelayanan

yang memberikan
kepastian  pelayanan
dilaksanakan  sesuai
dengan standar
pelayanan

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip  pelayanan
prima;

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
5. Prinsip  pelayanan  prima  dengan  MOTTO   TAPIS  (Transparan,

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan  keamanan
dan  keselamatan
pelayanan  dalam
bentuk  komitmen
untuk  memberikan
rasa   aman,  bebas
dari  bahaya,   dan

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata

2.  Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan elektronik
dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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resiko  keraguraguan
14 Evaluasi kinerja

Pelaksanaan
1.   Survei Kepuasan Masyarakat;

 • Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat
(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang
telah   mengurus   izin   dan   Produk   Hasil  Layanan  dikeluarkan
diwajibkan  mengisi  Kuisioner  Survei  Kepuasan  masyarakat  (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

•  Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

•   Analisis   data   Survei   Kepuasan   Masyarakat   (SKM)   dalam
Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap semester.

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-kurangnya 2
kali setahun dan Punishment apabila terbukti  melakukan  pelanggaran
Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan.

  Ditetapkan di : Lewoleba
  Pada Tanggal : 21 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP.19701222 200012 1 002
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3. STANDAR  PELAYANAN  IZIN  OPERASIONAL  LKP  (LEMBAGA  KURSUS  PELATIHAN),  PKBM  
(PUSAT  KEGIATAN  BELAJAR  MASYARAKAT)  LEMBAGA NON FORMAL  (BARU, PERPANJANGAN, 
DAFTAR ULANG).

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan

Nasional;
2. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan

Daerah;
3. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020   tentang  Cipta Kerja;
4. Peraturan   Pemerintah    Nomor    5    Tahun    2021   tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan   Pemerintah    Nomor    6    Tahun    2021   tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2022  Tentang Perubahan

Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun 2021 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;

7. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  81 Tahun
2013  tentang  Pendirian  Satuan  Pendidikan  Nonformal;

8. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  31 Tahun
2014   tentang   Kerja   Sama   Penyelenggaraan   dan  Pengelolaan
Pendidikan   oleh   Lembaga   Pendidikan   Asing  Dengan  Lembaga
Pendidikan di Indonesia;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun  2014
tentang   pedoman   pendirian,   perubahan   dan  Penutupan  satuan
pendidikan dasar dan menengah;

10.Peraturan  Menteri   Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  84 Tahun
2014  tentang  Pendirian  Satuan  Pendidikan  Anak Usia Dini;

11.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah;

12.Peraturan  Menteri   Pendidikan,   Kebudayaan,   Riset,   Dan Teknologi
Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Standar  Isi  Pada Pendidikan Anak
Usia  Dini,  Jenjang  Pendidikan  Dasar,  Dan  Jenjang  Pendidikan
Menengah;

13.Peraturan   Bupati   Lembata   Nomor   28  Tahun   2023   tentang
Pendelegasian  Wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan   Kepada   Kepala   Dinas   Penanaman   Modal   dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Latar  belakang,  Tujuan,  Visi  dan  Misi,  Jadwal  Belajar,  Kurikulum
2. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah
3. Rekomendasi Pengawas Tingkat Kecamatan
4. Rekomendasi Korwil Dikpora Kecamatan
5. Rekomendasi Camat
6. Rekomendasi Ketua Forum PAUD/IGTKI Kecamatan
7. Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Membiayai Operasional  Lembaga
8. Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Menyediakan  Tenaga  Pendidik dan

Kependidikan
9. Surat  Pernyataan  Kesanggupan  menyediakan  sarana  prasarana yang
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dibutuhkan oleh lembaga
10.Surat Pernyataan kesanggupan membuat Laporan bulanan
11. Data Pendidik dan Peserta Didik
12. Foto Copy KTP Pendiri/Pengelola
13. Foto Copy Akta Notaris
14.  NIB, KRK dan Foto Copy PBG
15.  Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

3 Sistem,
mekanisme dan
prosedur;

Keterangan :
1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;
2. Petugas   memeriksa   permohonan   dan   kelengkapan   persyaratan

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila
tidak   lengkap   maka   permohonan   akan   dikembalikan   kepada
pemohon;

3. Dilakukan   verifikasi   kesesuaian   dokumen   dengan   peraturan
perundang-undangan;

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan teknis,
maka   dibuatkan  Surat  pengantar  kepada  Dinas  Teknis  untuk
melaksanakan  Kajian  Teknis  dan  Tim  teknis  melakukan  survey  (jika
diperlukan);

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon melakukan
pembayaran   dan     permohonan   diproses   lebih   lanjut   sampai
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian   kuesioner   Survei   Kepuasan   Masyarakat   (SKM)   oleh
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon.
4 Jangka  waktu

Penyelesaian
5 (lima) hari kerja

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk

Pelayanan
Surat  Izin  Operasional  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan), PKBM  (Pusat
Kegiatan  Belajar  Masyarakat)  Lembaga  Non Formal (baru, perpanjangan,
daftar ulang)

7 Sarana,  prasarana,
dan/atau fasilitas;

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2.  Loket pelayanan Front Office:
3.  Loket pelayanan penyerahan izin;
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4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6.  Ruang Menyusui;
7.  Ruang Bermain Anak;
8.  Tempat sembayang;
9.  Kursi Roda;
10.  Toilet (umum dan disabilitas);
11.  Help Desk (Informasi);
12.  Kotak Saran dan Pengaduan;
13.  Komputer dan Printer;
14.  Mesin Fotocopy;
15.  Lemari dokumen;
16.  Meja dan Kursi;
17.  Alat Tulis Kantor
18.  Sistem dan informasi  Antrian;
19.  Survey Kepuasan Masyarakat manual/ elektronik;
20.  Website dan Email;
21.  Internet (Wifi);
22.  Kamera (CCTV).

8 Kompetensi
Pelaksana

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang
     berlaku;
3.  Mampu mengoperasikan komputer;
4.  Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan
Internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1.  Atasan langsung secara berjenjang;
2.  Pejabat fungsional dan struktural;
3.  Tim Audit Internal.

10 Penanganan
Pengaduan,  saran,
dan masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perzinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.Lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner manual/online 

https://dpmptsp.Lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor  0821 9383 8156
7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12 Jaminan  pelayanan

yang memberikan
Kepastian  pelayanan
dilaksanakan  sesuai
dengan  standar
pelayanan

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip  pelayanan
prima;

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu,  dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, Akuntabel,

Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan keamanan  
dan keselamatan 
pelayanan dalam  
bentuk komitmen untuk

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan elektronik
dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
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memberikan rasa  
aman, bebas  dari
bahaya,   dan  resiko
keraguraguan

14 Evaluasi kinerja
Pelaksanaan

1.   Survei Kepuasan Masyarakat;
 • Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang
telah   mengurus   izin   dan   Produk   Hasil  Layanan  dikeluarkan
diwajibkan  mengisi  Kuisioner  Survei  Kepuasan  masyarakat  (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

• Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

•   Analisis   data   Survei   Kepuasan   Masyarakat   (SKM)   dalam
Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap semester.

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-kurangnya 2
kali setahun dan Punishment apabila terbukti  melakukan  pelanggaran
Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan.

  Ditetapkan di : Lewoleba
  Pada Tanggal : 21 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP.19701222 200012 1 002
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KESEHATAN 



1. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Praktik 

Kedokteran; 

3. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 

Kesehatan; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

6. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

7. Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor 2025/MENKES/PER/X/2011 

tentang  Izin  Praktik  dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang  

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

9. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Fotokopi KTP  

2. Fotokopi Ijazah Dokter Legesir  Basah  

3. Surat  Tanda  Registrasi  (STR),  Leges  Basah  Dari  KKI  yang  masih 

Berlaku  

4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter  

5. Rekomendasi Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI) /  PDGI  Kab. Lembata 

6. SK Terakhir (PNS, PTT, THL)  

7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek  

8. Surat  Persetujuan  dari  atasan  langsung  bagi  yang  bekerja pada  

instansi/fasilitas  pelayanan  kesehatan  pemerintah atau pada 

instansi /fasilitas pelayanan kesehatan lain  

9. Denah Lokasi Praktek  

10 .Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat  

 11.Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata  

 12. Pas photo warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar ) 
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3 Sistem,  

mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila  
tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  kepada  
pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tariff Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Dokter 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   
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14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi  

Pelaksana 

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan  

Internal 

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan 

Pengaduan, saran,  

dan  

Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

 

12 Jaminan  

pelayanan  yang  

memberikan  

kepastian 

pelayanan 

dilaksanakan  

sesuai  dengan  

standar pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

 

13 Jaminan keamanan  

dan keselamatan  

pelayanan dalam  

bentuk komitmen  

untuk memberikan 

rasa  aman, bebas  

dari  bahaya, dan 

resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata; 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 
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14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward 

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan 

pemeriksaan. 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

11 Oktober 2024

${ttd}
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2. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER MANDIRI 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 

tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu 
Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMTPSP Kab. 
Lembata. 

2. Surat pengantar dari kepala Puskesmas atau Rumah Sakit  
setempat 

3. Foto copy ijazah dan Surat Penugasan /SP 
4. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter 
5. Foto copy KTP 
6. Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun 
7. Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS 
8. Pas Photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar 
9. Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000 
10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; IDI/PDGI cabang Kabupaten 

Lembata; 
11. Surat Rekoendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata; 

12. Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang 
berijazah spesialis); 

13. Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah memiliki SIP; 
14. Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC); 
15. Foto copy NPWP 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                             5 / 12                             5 / 12



3 Sistem,  

mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  

dengan  kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir 

pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  

apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  

kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 

teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis 

untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan 

survey (jika diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 

melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 

sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 

pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Dokter 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 
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7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi  

Pelaksana 

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan 

     yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan  

Internal 

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan 

Pengaduan, saran,  

dan  

Masukan 

7. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

8. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

9. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

10. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

11. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

12. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan  

pelayanan  yang  

memberikan  

kepastian  

pelayanan 

dilaksanakan  

sesuai  dengan  

standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 

pelayanan prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri ; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 
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13 Jaminan keamanan  

dan keselamatan  

pelayanan dalam  

bentuk komitmen  

untuk memberikan 

rasa  aman, bebas  

dari  bahaya, dan 

resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  
Kabupaten Lembata; 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 

Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  

datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan 

dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan 

masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  

1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward 

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan 

pemeriksaan. 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 
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KABUPATEN LEMBATA, 
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3. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 

tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu 
Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMTPSP Kab. 
Lembata. 

2. Surat pengantar dari kepala Puskesmas atau Rumah Sakit  
setempat 

3. Foto copy ijazah dan Surat Penugasan /SP 
4. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter 
5. Foto copy KTP 
6. Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun 
7. Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS 
8. Pas Photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar 
9. Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000 
10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; IDI/PDGI cabang Kabupaten 

Lembata 
11. Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang 

berijazah spesialis) 
12. Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah memiliki SIP 
13. Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC) 
14. Foto copy NPWP 
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3 Sistem,  

mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  

dengan  kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir 

pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  

apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  

kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 

teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis 

untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan 

survey (jika diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 

melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 

sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 

pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tariff Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Dokter 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 
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12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

 

8 Kompetensi  

Pelaksana 

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan  

Internal 

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan 

Pengaduan, saran,  

dan  

Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan  

pelayanan  yang  

memberikan  

kepastian  

pelayanan 

dilaksanakan  

sesuai  dengan  

standar  pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  

dan keselamatan  

pelayanan dalam  

bentuk komitmen  

untuk memberikan 

rasa  aman, bebas  

dari  bahaya, dan 

resiko keragu-raguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  
Kabupaten Lembata; 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 

Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  

datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan 

dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan 

masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  

1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan 

pemeriksaan. 

 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

 

${ttd_pengirim} 
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4. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI 

No Komponen Uraian  

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  

Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 

Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 

tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu 

Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  

Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMTPSP Kab. 
Lembata. 

2. Surat pengantar dari kepala Puskesmas atau Rumah Sakit  
setempat 

3. Foto copy ijazah dan Surat Penugasan /SP 
4. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter 
5. Foto copy KTP 
6. Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun 
7. Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS 
8. Pas Photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar 
9. Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000 
10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; IDI/PDGI cabang 

Kabupaten Lembata; 
11. Surat Rekoendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata; 
12. Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang 

berijazah spesialis) 
13. Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah memiliki SIP 
14. Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC) 
15. Foto copy NPWP 
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3 Sistem, mekanisme dan 

prosedur; 

 

Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  

dengan  kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir 

pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  

persyaratan apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  

tanda  terima,  apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  

akan  dikembalikan  kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  

dan teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas 

Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis 

melakukan survey (jika diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 

melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  

lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  

oleh pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu 

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Dokter 

7 Sarana, prasarana, 

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 
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4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan  pelayanan  

yang memberikan 

kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai  

dengan standar 

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 

pelayanan prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, 

dan biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 
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13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  

bahaya, dan resiko 

keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  

Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  

Kabupaten Lembata; 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja 

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 

Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon 

yang  datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil 

Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei 

Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik 

/lembaran SKM; 

• Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 

website DPMPTSP; 

• Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya  1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala 

dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

16 Oktober 2024

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                             4 / 16                             4 / 16



5.  STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK BIDAN 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 

Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin 

Penyelenggaraan Praktik Bidan; 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu 

Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  PelayananPerizinan 

dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP  

2. Fotocopy Ijazah Bidan Leges Basah  

3. Fotocopy  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  yang  masih  berlaku 

dan Leges Basah  

4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter  

5. Rekomendasi  Ikatan  Bidan  Indonesia  (IBI)  Cabang Kab.Lembata 

6. SK Terakhir (PNS, PTT, THL)  

7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek  

8. Surat  Keterangan  dari  Pimpinan  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan 

Tempat Bidan akan berpraktik  

9. Rekomendasi Dokter Penanggung Jawab 

10. 10.Denah Lokasi Praktek  

11.Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat  

12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata  

13. Pas photo warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar ) 
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3 Sistem, mekanisme 

dan prosedur; 

 

Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  

dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran; 

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  

apabila tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  

kepada pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 

teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis 

untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan 

survey (jika diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 

melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 

sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 

pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu 

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) 

7 Sarana, prasarana, 

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 
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7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi 

pelaksana 

1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3. Mampu mengoperasikan komputer; 

4. Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan 

internal 

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan 

Pengaduan, saran,  

dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  

yang memberikan 

Kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai  

dengan standar 

pelayanan 

1.   Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.   Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.   Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum). 
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13 Jaminan keamanan  

dan keselamatan 

pelayanan dalam  

bentuk komitmen 

untuk memberikan 

rasa  aman, bebas 

dari  bahaya, dan 

resiko  keragu-

raguan 

1.  Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata: 

2.  Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

•   Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•  Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•  Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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6.STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  
Daerah; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang 
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2014 
tentang Keperawatan; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP  
2. Fotocopy Ijazah Keperawatan (D3, Ns) Leges Basah  
3. Fotocopy  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  yang  masih  berlaku 

dan Leges Basah  
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter  
5. Rekomendasi  dari  Organisasi  Profesi  (PPNI)  Cabang 

Kabupaten Lembata 
6. SK Terakhir (PNS, PTT, THL)  
7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek 
8. Denah Lokasi  
9. Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat  
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata  
11. Pas photo warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar ) 

3 Sistem, mekanisme 

dan prosedur; 
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Keterangan :  

1) Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  

dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2) Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  

apabila tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  

kepada pemohon;  

3) Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4) Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 

teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis 

untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan 

survey (jika diperlukan);  

5) Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 

melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 

sampai ditetapkan surat keputusan;  

6) Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 

pemohon (manual atau elektronik); 

7) Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu 

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Perawat 

7 Sarana, prasarana, 

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  
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19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi 

Pelaksana 

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan 

Internal 

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan 

Pengaduan, saran, 

dan masukan 

1)Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2)E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3)Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4)Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5)Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6)Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  

yang memberikan 

kepastian 

pelayanan 

dilaksanakan sesuai  

dengan standar 

pelayanan 

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 
pelayanan prima; 

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 
biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 
4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  

dan keselamatan 

pelayanan dalam  

bentuk komitmen 

untuk memberikan 

rasa aman, bebas 

dari bahaya,  dan 

resiko  keragu-

raguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas 
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu 
Kabupaten Lembata; 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

•   Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 

Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  

datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            11 / 16                            11 / 16



dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan 

masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  

1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward 

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan 

pemeriksaan. 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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7.STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT ANESTESI 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  

Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 

Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2016, Tentang izin dan Praktik Penata Anestesi; 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu 

Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  

Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMTPSP Kab. 
Lembata  ( asli bermatrai); 

2. Foto copy ijazah Penata Anestesi; 
3. Surat Tanda Registrasi (STR); 
4. Foto copy KTP Pemohon; 
5. Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun’; 
6. Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS; 
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telah memiliki SIP; 
8. Pas Photo 4x6cm = 2 lembar, 3x4cm = 1 lembar; 
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Penata Anestesi 
10. Surat Rekoendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata; 
11. Bagi Pemohon perpanjangan Melampirkan Surat Izin Praktik 

Penata Anestesi (SIPPA ) asli yang lama 
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3 Sistem, mekanisme dan 

prosedur; 

Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  

dengan  kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir 

pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  

persyaratan apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  

tanda  terima,  apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  

dikembalikan  kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  

dan teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas 

Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis 

melakukan survey (jika diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 

melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  

lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  

oleh pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu 

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Perawat Anestesi 

7 Sarana, prasarana, 

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  
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6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan yang 

memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan 

sesuai  dengan standar 

pelayanan 

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 

pelayanan prima; 

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, 

dan biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4. Proses perizinan dapat ditelusuri ; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 
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13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  

bahaya, dan resiko 

keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  

Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  

Kabupaten Lembata; 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja 

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 

Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon 

yang  datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil 

Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei 

Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik 

/lembaran SKM; 

• Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 

website DPMPTSP; 

• Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya  1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala 

dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward 

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila 

terbukti melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

16 Oktober 2024

${ttd}
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8. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAFIS 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan; 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  80  Tahun  2013  tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang  

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Daerah; 
8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1) Fotocopy KTP  
2) Fotocopy Ijazah Fisioterafis yang dilegalisir  
3) Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir  
4) Surat Keterangan Sehat dari Dokter  
5) Rekomendasi  dari  Organisasi  Profesi  Ikatan  Fisioterafis Indonesia  
6) SK Terakhir (PNS, PTT, THL)  
7) Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek  
8) Rekomendasi Dokter Penanggung Jawab  
9) Denah Lokasi Praktek  
10)Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata  dan RSUD 
      setempat  
11)Pas Fhoto warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar ) 

3 Sistem,  

mekanisme dan  

prosedur; 

 

 
Keterangan :  

1) Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2) Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila 
tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  kepada 
pemohon; 

3) Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  
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4) Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5) Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6) Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7) Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Fisioterafis 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi  

Pelaksana 

1) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial; 
2) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
3) Mampu mengoperasikan komputer; 
4) Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan  

Internal 

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan,  

saran, dan masukan 

1) Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2) E-mail : perizinan.lembata@gemail.com;  
3) Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4) Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5) Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 
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11 Jumlah  

Pelaksana 

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  

yang memberikan  

Kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai  

dengan standar  

pelayanan 

1) Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 
prima; 

2) Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 
biaya;  

3) Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 
4) Proses perizinan dapat ditelusuri; 
5) Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional,inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari 

bahaya,dan resiko 

keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan elektronik 

dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•  Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan Masyarakat 

dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; 

•  Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya 2 

kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  pelanggaran  

Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 
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NIP. 19701222 200012 1002 
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9. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang  

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  23 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Okupasi Terapis; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  
Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1) Fotocopy KTP  
2) Fotokopi ijazah yang dilegalisir; 
3) Fotokopi Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STROT); 
4) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 
5) Surat  pernyataan  mempunyai  tempat  kerja  di  Fasilitas Pelayanan  

Kesehatan  atau  tempat  praktik  pelayanan Okupasi Terapi secara 
mandiri; 

6) Rekomendasi  dari  kepala  dinas  kesehatan/pejabat  yang ditunjuk/ 
Tim teknis; 

7) Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 
8) Denah Lokasi 
9) Pas Fhoto warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar ) 

3 Sistem,  

mekanisme dan  

prosedur; 

Keterangan :  

1) Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2) Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada pemohon;  

3) Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  
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4) Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5) Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6) Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7) Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka waktu  

Penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tariff Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  
2) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
3) Mampu mengoperasikan komputer; 
4) Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan  

Pengaduan,  

saran,  dan  

masukan 

1) Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2) E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3) Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4) Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5) Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 
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12 Jaminan pelayanan  yang 

memberikan Kepastian 

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

1) Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 
pelayanan prima; 

2) Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 
biaya;  

3) Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  
4) Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; 
5) Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas dari bahaya, 

dan resiko  keraguraguan 

1.   Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata: 

2.   Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•  Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•  Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya 

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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10. STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA/PRAKTIK TERAPI WICARA 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4) Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5) Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6) Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  

Penyelenggaraan  Pekerjaan  dan  Praktik  Terapis Wicara; 
7) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 
8) Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1) Foto Copy KTP  
2) Fotocopy Ijazah yang dilegalisir; 
3) Fotocopy STR-TW  
4) Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin  praktik  
5) Surat  pernyataan  memiliki  tempat  kerja  di  Fasilitas Pelayanan  

Kesehatan  yang  bersangkutan  atau  tempat praktik mandiri  
6) Rekomendasi dari Organisasi Profesi 
7) Rekomendasi Dinas Kesehatan  
8) Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 ( 2 lembar) 

3 Sistem,  

mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
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melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  
pemohonmelakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  
lebih  lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk  pelayanan Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan,  

saran,  dan masukan 

1) Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2) E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3) Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4) Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5) Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik 

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang  1) Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 
pelayanan prima; 
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memberikan kepastian  

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

2) Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 
biaya;  

3) Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 
4) Proses perizinan dapat ditelusuri; 
5) Prinsip pelayanan prima dengan TAPIS (Transparan, Akuntabel, 

Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan  

keselamatan pelayanan  

dalam  bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa  

aman, bebas dari bahaya, 

dan resiko  keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata: 

2.  Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 
Masyarakat  (SKM),  dengan Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  
datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk Hasil Layanan 
dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan 
masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

• Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 
DPMPTSP; 

• Analisis  data  Survei  Kepuasan Masyarakat  (SKM)  dalam 
Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 
semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya 

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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11. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK APOTEKER 

No Komponen Uraian  

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin 
Kerja Tenaga Kefarmasian; 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang  
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1) Fotocopy KTP  
2) Fotocopy Ijazah Apoteker Leges Basah  
3)  Fotocopy  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  yang  masih  berlaku dan 

Leges Basah  

4)  Surat Keterangan Sehat dari Dokter  

5) Rekomendasi dari Organisasi Profesi Cabang Kab. Lembata  

6) SK Terakhir (PNS, PTT, THL)  

7) Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek 

8) Denah Lokasi  

9) Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat  

10)Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lembata 
11) Pas Fhoto warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar ) 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
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diperlukan);  
5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  

pemohonmelakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  
lebih  lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu 

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Apoteker 

7 Sarana,  

prasarana,  

dan/atau  

fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi  

pelaksana 

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan,  

saran,  dan masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/ elektronik 

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            11 / 36                            11 / 36



yang memberikan  

Kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai  

dengan standar  

pelayanan 

prima; 

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, Akuntabel, 

Profesinal, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan  

Keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk  komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari 

bahaya, dan resiko  

keraguraguan 

1.  Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan elektronik 

dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan Masyarakat 

dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya 2 

kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  pelanggaran  

Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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12. STANDAR PELAYANAN IZIN ELEKTROMEDIS 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan 

Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Elektromedis; 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang  

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1) Fotocopy KTP  
2) Fotocopy Ijazah yang dilegalisir  
3) Fotocopy STR-E atau STR-E sementara  
4) Surat  keterangan  dari  Dokter  yang  memiliki  Surat  Izin Praktik  
5) Surat  pernyataan  memiliki  tempat  kerja  di  Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang bersangkutan 
6) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata  
7) Rekomendasi dari Organisasi profesi  
8) Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 (2 Lembar) 

3 Sistem, mekanisme dan 

prosedur; 

Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran pajak / retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  
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6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk  

pelayanan 

Surat Izin Elektromedis 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi pelaksana 1) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial; 
2) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
3) Mampu mengoperasikan komputer; 
4) Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan,  

saran,  dan masukan 

1.  Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2.  E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3.  Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4.  Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/ elektronik 

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang  

Memberikan kepastian  

Pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 
pelayanan prima; 

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 
biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  
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pelayanan 4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, prlofesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan  

Keselamatan pelayanan  

dalam  bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa  

aman, bebas dari bahaya, 

dan resiko  keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja 

pelaksanaan 

1. Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•  Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan Reward Sekurang-kurangnya 

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan 

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

 

 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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13. STANDAR PELAYANAN IZIN PEREKAM MEDIS 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang  

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 
8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  PelayananPerizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1) Fotocopy KTP  
2) Fotocopy STR yang diterbitkan dan di Legalisir Basah (Asli)  
3) Fotocopy Ijazah yang dilgelisir  
4) Surat  pernyataan  mempunyai  tempat  praktik,  atau  surat keterangan  

dari  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sebagai tempat praktiknya  
5) Denah lokasi praktik  
6) Rekomendasi  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Lembata/RSUD 

setempat  
7) SK.Terakhir (PNS, PTT, THL)  
8) Rekomendasi dari Organisasi profesi (PORMIKI)  
9) Surat keterangan sehat dari dokter  
10)Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 (3 lembar) 

3 Sistem, mekanisme 

dan prosedur; 

 
Keterangan :  

1.  Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan apabila  

syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila tidak  

lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  kepada pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan teknis, 

maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 

melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
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diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohonmelakukan  

pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut sampai 

ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 

pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Kerja Perekam Medis 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

 1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi  

pelaksana 

1) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial; 
2) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
3) Mampu mengoperasikan komputer; 
4) Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan  

Internal 

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan 

Pengaduan, saran,  

dan masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 
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12 Jaminan pelayanan  

yang memberikan  

kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai  

dengan standar  

pelayanan 

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO TAPIS (Transparan, Akuntabel, 

Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  

dan keselamatan  

pelayanan dalam  

bentuk komitmen untuk 

memberikan rasa 

aman, bebas dari 

bahaya, dan resiko  

keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan elektronik 

dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

pelaksanaan 

1. Survei Kepuasan Masyarakat; 

•   Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan Masyarakat 

dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-kurangnya 2 

kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  pelanggaran  

Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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14. STANDAR  PELAYANAN  IZIN  PRAKTIK  AHLI  TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin  

dan  Penyelenggaraan  Praktik  Ahli  Teknologi Laboratorium Medik; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 
8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  PelayananPerizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1) Foto Copy KTP  

2) Fotocopy Ijazah yang dilegalisir; 

3) Fotocopy  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  Ahli  Teknologi 

Laboratorium Medik 

4) Surat  Keterangan  Sehat  dari  Dokter  yang  memiliki  Izin tempat 

Praktek  

5) Surat  Pernyataan  Meliki  Tempat  Kerja  difasilitas  Pelayanan 

Kesehatan.  

6) Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PATELKI)  

7) Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat  

8) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Lembata  

9) Pas Fhoto warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar ) 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila 

tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  kepada 

pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
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teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 

melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 

diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon melakukan  

pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut sampai 

ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 

pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu 

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial; 
2) Memahami Peraturan Perundang-undangan  yang berlaku; 
3) Mampu mengoperasikan komputer; 
4) Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan,  

saran,  dan masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik 
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11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan yang 

memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar 

pelayanan 

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 
pelayanan prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 
biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  
4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan  

Keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari bahaya, 

dan resiko  keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•  Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya 

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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15.STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  81  Tahun  2013 tentang 

Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 
8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP  

2. Fotocopy STR yang diterbitkan dan di Legalisir Basah (Asli)  

3. Fotocopy Ijazah yang dilegelisir  

4. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang  

bersangkutan  Rekomendasi  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten 

Lembata  

5. SK.Terakhir (PNS, PTT, THL) 

6. Rekomendasi dari Organisasi profesi  

7. Surat keterangan sehat dari dokter  

8. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata 

9. Pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar) 

3 Sistem,  

mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1) Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2) Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada pemohon;  

3) Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4) Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
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melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5) Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6) Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7) Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Kerja Radiografer 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi pelaksana 1) Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial; 
2) Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
3) Mampu mengoperasikan komputer; 
4) Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan,  

saran,  dan masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 
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12 Jaminan pelayanan  yang  

Memberikan kepastian  

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 
pelayanan prima; 

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 
biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  
4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan  

Keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa 

aman, bebas dari 

bahaya,dan resiko  

keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 
Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  
datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan 
dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan 
masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

• Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 
DPMPTSP; 

• Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 
Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 
semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward 

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan 

pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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16. STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan 
Daerah; 

2) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja; 
4) Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5) Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan  Pekerjaan  Refraksionis  Optisien  dan 
Optometris; 

7) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 
tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

8) Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  PelayananPerizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP  

2. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir 

3. Fotocopy STR-RO  

4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik  

5. Surat  pernyataan  memiliki  tempat  kerja  di  fasilitas pelayanan 

kesehatan yang bersangkutan  

6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi  

7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan  

8. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 (2 Lembar) 

3 Sistem,  

mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila 

tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  kepada 

pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 

teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 

melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 

diperlukan);  
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5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohonmelakukan  

pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut sampai 

ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 

pemohon (manual atau elektronik); 

7.   Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi  

pelaksana 

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran, dan masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik 

 

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 
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12 Jaminan pelayanan  yang  

Memberikan kepastian  

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inlovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas dari bahaya,  

dan resiko  keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•  Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya 

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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17. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan  

atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin 

Kerja Tenaga Kefarmasian; 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang  

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

8.  Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP  
2. Fotocopy Ijazah Kefarmasian (D3) Leges Basah  
3. Fotocopy  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  yang  masih  berlaku dan 

Leges Basah  
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter  
5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Cabang Kab. Lembata  
6. SK Terakhir (PNS, PTT, THL)  
7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek 
8. Denah Lokasi  
9. Rekomendasi dari Puskesmas / RSUD setempat  
10.Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan 
     Kabupaten  Lembata  
11.Pas photo warna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar ) 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila 

tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  kepada 

pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  
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4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 

teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 

melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 

diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran pajak/ retribusi,  pemohon melakukan  

pembayaran  dan permohonan  diproses  lebih  lanjut sampai 

ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 

pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi pelaksana 1.   Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.   Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.   Mampu mengoperasikan komputer; 

4.   Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan  

Internal 

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.   Atasan langsung secara berjenjang; 

2.   Pejabat fungsional dan struktural; 

3.   Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan,  

saran,  dan masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
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5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik 

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang  

memberikan kepastian  

pelayanan dilaksanakan 

sesuai  dengan standar 

pelayanan 

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesilonal, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan  

keselamatan pelayanan  

dalam  bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari bahaya, 

dan resiko  keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 
Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  
datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan 
dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan 
masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

• Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 
DPMPTSP; 

• Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 
Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 
semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya 

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

16 Oktober 2024

${ttd}
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18. STANDAR  PELAYANAN  IZIN  PENYELENGGARAAN  PUSAT  KESEHATAN  MASYARAKAT 

No Komponen Uraian  

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan 

Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang  

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  43 Tahun 2019 Tentang Pusat 

Kesehatan Masyarakat; 

 8.Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP Pemohon 

2. Fotocopy Sertifikat Tanah atau bukti lain Kepemilikan Tanah yang sah  

3. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

4. Dokumen Lingkungan Hidup  

5. Surat Keputusan terkait kategori Puskesmas  

6. Profil Puskesmas 

3 Sistem,  

mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila 

tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  kepada 

pemohon; 

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 

teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
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melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 

diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohonmelakukan  

pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut sampai 

ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 

pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 

7 Sarana,  

prasarana,  

dan/atau  

fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi  

pelaksana 

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan  

internal 

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan,  

saran,  dan masukan 

1.  Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2.  E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3.  Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4.  Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5.  Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6.  Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik 
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11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang 

memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar 

pelayanan 

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 
pelayanan prima; 

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 
biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  
4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk  komitmen 

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  

bahaya,  dan resiko  

keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata. 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•  Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•  Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya 

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

16 Oktober 2024

${ttd}
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19. STANDAR  PELAYANAN  IZIN  PRAKTIK  TENAGA  KESEHATAN  TRADISIONAL JAMU 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan 

Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor   5  Tahun  2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

5. Peraturan  Pemerintah Nomor   6  Tahun  2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang  

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

7.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  24 Tahun 2018 Tentang Izin  Dan  

Penyelenggaraan  Praktik  Tenaga  Kesehatan Tradisional Jamu; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP  
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi  
3. Surat  Tanda  Registrasi  Tenaga  Kesehatan  Tradisional (STRTKT) 

yang masih berlaku dan dilegalisasi asli 
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik  
5. Surat  pernyataan  memiliki  tempat  praktik  atau  surat keterangan  

dari  pimpinan  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan tempat Psikolog 
Klinis berpraktik  

6. Rekomendasi  dari  kepala  dinas  kesehatan  kabupaten/kota 
setempat; dan  

7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi  
8. Pas photo warna ukuran 4x6 (3 lembar 

3 Sistem,  

mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila 

tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  kepada 

pemohon; 

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 

perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
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teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 

melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 

diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohonmelakukan  

pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut sampai 

ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 

pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional  

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan,  

saran,  dan masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
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6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik 

11 Jumlah  pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang  

memberikan kepastian  

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar 

pelayanan 

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4. Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum ) 

13 Jaminan keamanan  dan  

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari bahaya, 

dan resiko  keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.   Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•  Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan melalui  pengukuran Penerapan 

standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya 

2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

16 Oktober 2024

${ttd}
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20. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 

Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013, Tentang 
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 

7. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang  

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1.  Surat permohonan ditujukkan kepada kepala Dinas DPMTPSP 
Kabupaten Lembata  (asli bermatrai); 

2. Foto copy ijazah pendidikan ahli Gizi; 
3. Foto copy KTP Pemohon; 
4. Foto copy STR yang masih berlaku; 
5. Surat keterangan sehat dari dokter; 
6. Pas Photo 4x6cm = 2 lb; 
7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang 

menyatakan tanggal mulai bekerja; 
8. Rekomendasi dari Organisasi profesi Persatuan Ahli Gizi 

(PERSAGI) Cabang Kabupaten Lembata; 
9. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata; 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan  
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                             1 / 27                             1 / 27



melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu 

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya Tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV). 

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 
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12 Jaminan pelayanan  yang 

memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  bahaya, 

dan resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward 

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan 

pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

17 Oktober 2024

${ttd}
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21. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 
8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Mengisi surat permohonan ditujukkan kepada DPMTPSP Kab. 
Lembata (asli bermatrai); 

2. Foto copy ijazah pendidikan Tenaga Sanitarian; 
3. Foto copy STR yang masih berlaku; 
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang dikeluarkan oleh dokter 

yang telah memiliki SIP; 
5. Pas Photo 4x6cm = 2 lb, 3x4cm = 1 lbr; 
6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang 

menyatakan tanggal mulai bekerja; 
7. Rekomendasi dari Organisasi profesi Himpunan Ahli Kesehatan 

Lingkungan ( HAKLI ) Cabang Kabupaten Lembata; 
8. Bagi Pemohon perpanjangan Melampirkan SIKTS asli yang lama 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan  
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
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melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

Penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 
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12 Jaminan pelayanan  yang  

Memberikan kepastian  

pelayanandilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  bahaya, 

dan resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward 

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan 

pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

17 Oktober 2024

${ttd}
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22. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TRANSFUSI DARAH 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 

Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 
8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Fotokopi KTP Pemohon; 
2. Fotokopi Ijasah Terakhir; 
3. Fotokopi STR Tenaga Tranfusi Darah yang masih berlaku; 
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter  
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 
6. Surat Pernyataan dari tempat bekerja; 
7. Surat Izin Atasan Langsung; 
8. Fotokopi Pakta Integritas; 
9. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Lembata 
10. Pas Foto terbaru Ukuran 3x4; 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan  
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
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melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

Penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tariff Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Transfusi Darah 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang  1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 
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Memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan 

sesuai  dengan standar  

Pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  bahaya, 

dan resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata; 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward 

Sekurangkurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan 

pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

17 Oktober 2024

${ttd}
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23. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan 
Pengobatan Tradisional; 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 
tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu 
Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  
Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP 
2. Fotocopy ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara 

pendidikan; 
3. Fotocopy STRAT yang masih berlaku dan dilegalisir asli; 
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki tempat surat 

izin praktek; 
5. Surat pernyataan memiliki tempat praktek atau surat 

keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
tempat Akupuntur Terapis berpraktek; 

6. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 
(tiga) lembar; 

7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Lembata; 

8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 
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Keterangan:  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  
dengan  kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir 
pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  
persyaratan apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  
tanda  terima,  apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  
akan  dikembalikan  kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  
dan teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas 
Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis 
melakukan survey (jika diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  
oleh pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Akupuntur 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
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3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang  

memberikan kepastian  

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 

pelayanan prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, 

dan biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari 

bahaya, dan resiko 

keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  
Kabupaten Lembata; 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  
tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin 
keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 

Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon 

yang  datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil 

Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei 

Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik 

/lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 

website DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya  1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala 

dan periodik); 
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3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

 

 

 

 

 

 

17 Oktober 2024

${ttd}
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24. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 

Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 

2015 Tentang Standar Pelayanan Fisika Medik  

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan; 
2. Fotokopi ijazah; 
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Fisikawan Medik; 
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; 
5. Surat Keterangan bekerja dari Fasilitas; Pelayanan Kesehatan yang 

bersangkutan; 
6. Foto Kopi NPWP, BPJS, KTP; 
7. Pas Foto terbaru berwarna merah dengan ukuran 4 x 6 cm 

sebanyak 3 lembar; 
8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 
9. Rekomendari dari Dinas Kesehatan; 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan:  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan  
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
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melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya Tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Fiskawan Medik 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV). 

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
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6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan yang  

memberikan kepastian  

pelayanan dilaksanakan  

sesuai dengan standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  bahaya, 

dan resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

17 Oktober 2024

${ttd}
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25. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK APOTEK 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 
8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Daftar Isian Pemohon; 

2. Fotokopi Ijazah Apoteker Legesir  Basah ; 

3. Fotokopi Surat Sumpah Apoteker; 

4. Fotokopi Surat Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); 

5. Fotokopi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); 

6. Fotokopi Sertufikat Kompetnsi; 

7. Daftar Asisten Apoteker (Nama, Alamat, Tahun Lulus dan Nomor 

Surat Izin Kerja AA); 

8. Fotokopi Ijasah Asisten Apoteker; 

9. Fotokopi Surat Izin Asisten Apoteker (STRTTK/SIA); 

10. Fotokopi Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SKKA); 

11. Fotokopi Pernyataan APA bahwa tidak bekerja menjadi APA pada 

Farmasi/ Apotel Lain (Bermaterai); 

12. Surat Pernyataan PSA  tidak terlibat pelanggaran peraturan 

Perundang-undangan dibidang Farmasi (Bermaterai); 

13. Surat pernyataan Kesediaan bekerja Asisten Apoteker pada Apotek; 

14. Akte perjanjian kerjasama atara APA dan Pemilik Sarana Apoteker; 

15. Fotokopi KTP PSA, Apoteker, AA; 

16. Nomor Induk Berusaha; 

17. Denah bangunan Apotek 

18. Surat Menyatakan Status bangunan dalam bentuk Akta hak 

Milik/sewa/kontrak; 

19. Daftar Alat dan Perlengkapan Apotek; 

20. Pas Foto Apotek Pengelolah Apoteker 4x6 cm, sebanyak 2 lembar. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            17 / 27                            17 / 27



3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan:  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan  
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Izin Praktik Apotek 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 
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15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gemail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang  

Memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  bahaya, 

dan resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 
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Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Oktober 2024

${ttd}
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26. STANDAR PELAYANAN IZIN TOKO OBAT 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK / X / 2002 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 167 / 
KAB / B.VIII / 1972 tentang Pedagang Eceran Obat; 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 
tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Surat permohonan dari Asisten Apoteker bermaterai Rp. 10.000,- 
2. Foto copy KTP Asisten Apoteker dan Pemilik Toko Obat.; 
3. Foto copy Surat Ijin Â  Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) ; 
4. Denah bangunan Toko obat (dalam skala) ; 
5. Surat yang menyatakan Status Bangunan dalam bentuk Akte Hak 

Milik/ sewa/ Kontrak. ; 
6. Asli dan Foto Copy Surat Ijin Atasan bagi (bagi pemohon Pegawai 

Negeri, Anggota TNI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya); 
7. Akte perjanjian Kerja sama antara Asisten Apoteker dengan pemilik 

sarana toko obat; 
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata; 
9. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000,- dilampiri KTP/tanda identitas 

pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan 
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon). 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan:  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan  
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  
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4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

Penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Izin Toko Obat 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 
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11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang 

memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar 

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  bahaya, 

dan resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata; 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

17 Oktober 2024

${ttd}
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27. STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN OPTIK 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1424 /MENKES/SK/XI/2002 

tentang Pedoman penyelenggaraan Optikal; 
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 
8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Surat Keterangan Memiliki ahli refraksionis opfisien yang berizajah 
Departemen Kesehatan; 

2. Surat Keterangan Memiliki ruang pemeriksaan; 

3. Surat Keterangan Memiliki ruang tamu; 

4. Surat Keterangan Memiliki ruang laboratorium; 

5. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 

6. Foto copy STR (Surat Tanda) 

7. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Refraksionis Opfisien  sebagai 
Penanggungjawab Teknis; 

8. Foto copy akte pendirian; 

9. Denah Bangunan  

10. Daftar Sarana dan Prasarana 

11. Foto copy KTP; 

12. Surat keterangan sehat dari dokter; 

13. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,0 dilampiri KTP/tanda identitas 
pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan 
tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) . 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 
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Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  
dengan  kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir 
pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  
persyaratan apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  
tanda  terima,  apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  
akan  dikembalikan  kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  
dan teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas 
Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis 
melakukan survey (jika diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  
oleh pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Izin Pendirian Optik 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   
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8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang  

memberikan kepastian  

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 

pelayanan prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, 

dan biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  

bahaya, dan resiko 

keraguraguan 

1)Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  
Kabupaten Lembata; 

2)Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 
Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon 
yang  datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil 
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei 
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik 
/lembaran SKM; 

•  Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 
website DPMPTSP; 

•  Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 
Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 
semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-
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kurangnya  1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala 

dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 
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${ttd}
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28. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI DAN MULUT 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 

Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin 

Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/671/2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi 

Dan Mulut 

9. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 

dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan; 
2. Fotokopi ijazah; 
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi; 
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; 
5. Surat Keterangan bekerja dari Fasilitas; Pelayanan Kesehatan yang 

bersangkutan; 
6. Foto Kopi NPWP, BPJS, KTP; 
7. Pas Foto terbaru berwarna merah dengan ukuran 4 x 6 cm 

sebanyak 3 lembar; 
8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 
9. Rekomendari dari Dinas Kesehatan. 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan:  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan  
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
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teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya Tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Surat Izin Praktik Perawat Gigi dan Mulut 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV). 

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 
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12 Jaminan pelayanan yang  

memberikan kepastian  

pelayanan dilaksanakan  

sesuai dengan standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  bahaya, 

dan resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

21 Oktober 2024

${ttd}
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29. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 70 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga 
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; 

7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 
tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 

8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan; 
2. Fotokopi ijazah; 
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi; 
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; 
5. Surat Keterangan bekerja dari Fasilitas; Pelayanan Kesehatan yang 

bersangkutan; 
6. Foto Kopi NPWP, BPJS, KTP; 
7. Pas Foto terbaru berwarna merah dengan ukuran 4 x 6 cm 

sebanyak 3 lembar; 
8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 
9. Rekomendari dari Dinas Kesehatan. 

3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan:  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan  
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
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melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

5 (lima) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Izin Praktik Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gemail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 
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12 Jaminan pelayanan  yang  

Memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  bahaya, 

dan resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  

telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 

diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 

Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website 

DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 

Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 

semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 

kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

21 Oktober 2024

${ttd}
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30. STANDAR PELAYANAN IZIN LABORATORIUM KESEHATAN 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 

8. Surat Edaran SE HK.02.01/MENKES/2019/2023 tentang Perizinan 
Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

9. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran 
dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai (sesuai 
dengan peraturan yang berlaku) 

2. Indentitas Pemohon/Penanggung Jawab (WNI: Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)) 

3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai (sesuai 
dengan peraturan yang berlaku) dan KTP orang yang diberi kuasa 

4. Jika Usaha Perorangan  
• NPWP Perorangan (Fotokopi)  
Jika Badan Hukum / Badan Usaha  
• Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, 
jika ada) (Fotokopi)  
• SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang 
dikeluarkan oleh :  

§ Kemenkunham, jika PT danYayasan  
§ Kementrian, jika Koperasi § Pengadilan Negeri, jika CV  

• NPWP Badan Hukum (Fotokopi) 
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 
6. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) dan KTP 

tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) 
7. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) Atau Izin 

Lingkungan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
8. Surat Izin Praktik (SIP) yang sesuai dengan alamat LKS [Fotokopi] 
9. Surat Tanda Registrasi (STR) perawat [Fotokopi] 
10. Bukti Kepemilikan Tanah 

Jika Milik Pribadi  
• Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila 
bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung  
Jika tanah atau bangunan disewa:  
• Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan minimal selama 5 
(lima) tahun  
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• Surat pernyataan diatas kertas bermaterai (sesuai dengan 
peraturan yang berlaku) dari pemilik tanah atau bangunan yang 
menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan  
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan 
(Fotokopi) 

11. Surat penunjukan sebagai dokter penanggung jawab klinik utama 
(dokter spesialis) dari pemilik Laboratorium Klinik Swasta (LKS) 

12. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan 
yang berlaku) yang menyatakan kesediaan sebagai penanggung 
jawab LKS dan tidak bekerja sebagai penanggung jawab di LKS lain 

13. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan 
yang berlaku) dari pemrakarsa/pemilik yang menyatakan akan 
tunduk kepada peraturan yang berlaku di bidang kesehatan dan 
bersedia mengikuti Program Pemantapan Mutu 

14. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan 
yang berlaku) dari analis dan perawat yang menyatakan 
kesanggupan sebagai analis dan perawat 

15. Surat Kerjasama (MOU) rujukan dengan LKS yang lebih lengkap 
16. Ijazah dan SIP dokter penanggung jawab LKS (sesuai dengan 

alamat LKS) [Fotokopi] 
17. Ijazah analis [Fotokopi] 
18. Izin atasan (untuk tenaga PNS/POLRI/TNI) [Fotokopi] 
19. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:  

• Denah Lokasi LKS dan Denah Ruangan  
• Daftar personalia  
• Data kelengkapan bangunan laboratorium  
• Data kelengkapan peralatan laboratorium  
• Daftar alat medis dan non medis 
 • Daftar reagensia  
• Daftar kemampuan jenis pemeriksaan dan tarifnya  
• Pasfoto berwarna dokter penanggung jawab ukuran 4 x 6 cm 
sebanyak 2 (dua) lembar Laboratorium klinik harus memenuhi 
ketentuan ketenagaan:  
a. laboratorium klinik umum pratama:  

• penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang 
dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen 
laboratorium kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, 
yang dilaksanakan oleh organisasi profesi patologi klinik 
dan institusi pendidikan kesehatan bekerjasama dengan 
kementerian kesehatan; dan 

• tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang analis kesehatan serta 1 (satu) orang tenaga 
administrasi.  

b. laboratorium klinik umum madya : 

• penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang 
dokter spesialis patologi klinik;  

• tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 4 
(empat) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat 
serta 2 (dua) orang tenaga administrasi 
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3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan:  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan  
kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 
apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  
apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  
kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan 
teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut 
sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

Penyelesaian 

60 (enam puluh) hari kerja 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Izin Laboraturium Kesehatan 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   
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8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang 

memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar 

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 

prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan 

biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  bahaya, 

dan resiko keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata; 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1. Survei Kepuasan Masyarakat; 
✓ Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 

Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon 
yang  datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil 
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei 
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik 
/lembaran SKM; 

✓ Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 
website DPMPTSP; 

✓ Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 
Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 
semester. 
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2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 
Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 
kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  
pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 
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31. STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT 

No Komponen Uraian  

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah; 

2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga 
Kesehatan; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
4. Peraturan  Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 
5. Peraturan  Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2021  tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit  
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 

tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah; 
8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup 
kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi;  

2. Self assessment meluti jenis pelayanan, sumber daya manusia, 
peralatan, dan bangunan serta prasarana Rumah Sakit dengan 
mengacu pada PMK Nomor 3 tahun 2020  

3. Surat Keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan 
dan kalibrasi alat kesehatan; Sertifikat akreditasi  

4. Sertifikat akreditasi (untuk perpanjangan izin operasional);  
5. Surat Pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat 

tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan 
kesepakatan/kerja sama internasional sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan  

6. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan 
berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; 
dan  

7. dokumen administrasi dan manajemen. Dokumen administrasi dan 
manajemen sebagaimana dimaksud meliputi:  
a) badan hukum atau kepemilikan;  
b) peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);  
c) komite medik;  
d) komite keperawatan;  
e) satuan pemeriksaan internal;  
f) surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;  
g) standar prosedur operasional kredensial staf medis;  
h) surat penugasan klinis staf medis; dan  
i) surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan 
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3 Sistem, mekanisme dan  

prosedur; 

 
Keterangan :  

1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  
dengan  kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir 
pendaftaran;  

2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  
persyaratan apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  
tanda  terima,  apabila  tidak  lengkap  maka  permohonan  
akan  dikembalikan  kepada  pemohon;  

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;  

4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  
dan teknis, maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas 
Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis 
melakukan survey (jika diperlukan);  

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon 
melakukan  pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;  

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  
oleh pemohon (manual atau elektronik); 

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon. 

4 Jangka  waktu  

penyelesaian 

19 Hari kerja 14 Hari Kerja (OPD Teknis) + 5 Hari Kerja 

(DPMPTSP) 

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah) 

6 Produk pelayanan Izin Operasional Rumah Sakit 

7 Sarana, prasarana,  

dan/atau fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  
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11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi Pelaksana 1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan Internal Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan Pengaduan, 

saran,  dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang 

12 Jaminan pelayanan  yang  

memberikan kepastian  

pelayanan dilaksanakan  

sesuai  dengan standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip 

pelayanan prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, 

dan biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri .; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan keamanan  dan 

keselamatan pelayanan 

dalam  bentuk komitmen  

untuk memberikan rasa  

aman, bebas  dari  

bahaya, dan resiko 

keraguraguan 

1)Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  
Kabupaten Lembata; 

2)Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

• Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan 
Masyarakat  (SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                            14 / 15                            14 / 15



yang  datang  yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil 
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei 
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik 
/lembaran SKM; 

•  Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan 
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 
website DPMPTSP; 

•  Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 
Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 
semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran 

Penerapan standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-

kurangnya  1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala 

dan periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti 

melakukan  pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

 

 

 

 

 

 

21 Oktober 2024

${ttd}
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PEKERJAAN UMUM & 

PENATAAN  RUANG 



1. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) 

No Komponen Uraian 

1 Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di 

ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan pemerintah Pengganti Undng-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis 

Risiko; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 

Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 

tentang Bangunan Gedung; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan 

Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2042; 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 

Tahun 2024 Terntang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 
10. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  

2023  tentang Pendelegasian  wewenang  
Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  

Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Lembata; 

2 Persyaratan 1. Mempunyai akun SIMBG; 
2. Nomor Induk Berusaha; 
3. Data Pemohon (KTP, Nomor HP, Email); 

4. Akte Pendirian dan/ atau perubahan dan 
pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan 

hukum; 
5. Nomor Pokok Wajib Pajak; 
6. Data Bangunan (lokasi, jenis, fungsi, luas dan 

jumlah lantai basement, perancang dokumen 
teknis); 

7. Fotoopi Surat Tanah / Serifikat; 
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8. Data Tanah (Jenis, nomor, tanggal surat tanah, 

lokasi, luas, atas nama, gambar batas tanah, 
gambar dan informasi hasil penyelidikan tanah, 
surat perjanjian pemanfaatan tanah); 

9. Persetujuan Simpadan; 
10. Rekomendasi Desa dan Camat; 
11. Bukti  Lunas PBB; 

12. Kesesuaian Rencana kabupaten (KRP) 
13. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi 

(badan usaha/perseorngan), Arsitek berlisensi; 
14. Dokumen aritektur; 

a. Gambar situasi, rencana tapak, denah, 
potogan, tampak dan detail bangunan 

gedung; 
b. Spesifikasi teknis (jenis, tipe dan 

karakteristik material/bahan); 
15. Dokumen struktur; 

a. Perhitungan teknis sederhana dan 
gambar rencana fondasi, bersemen kolom; 

b. Gambar detail struktur; 
c. Spesifikasi teknis (jenis, tipe dan 

karakteristik material/bahan); 
16. Dokumen MEP (Mekanikal Elektrikal 

Plambing) 

a. Perhitungan teknissedrhana dan gambar 
jaringan listrik (gambar sumber, jaringan 
dan pencahayaan); 

b. Perhitungan teknis dan gambar rencana 
system sanitasi (pengelolaan air limbah, 
air hujan, drainase dan persampahan); 

17. Rekomendasi PBG  dari Dinas / Tim teknis; 
18. Bukti Setoran Retribusi; 
19. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar) 

Tambahan (sesuai jenis usaha /kegiatan): 

1. PKKPR; 
2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; 
3. Izin Lingkungan; 

4. Sistem Pengamanan; 
5. Rekomendasi kesediaan bahan baku untuk 

pabrik dari Dinas teknis terkait; 

6. Fotokopi keikiutsertaan JKN dan BPJS 
Ketenagakerjaan; 

7. Rekomendasi Andalalin; 
8. Surat perjanjian sewa-menyewa antara 
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perusahaan dan pemilik tanah (Tower); 

9. Surat persetujuan warga disekitar lokasi 
tower sesuai dengan petunjuk Teknis Tower 
dari Kementrian PU (Tower); 

10. Surat pernyataan bersedia bertanggung 
jawab penuh terhadap risiko bangunan 
(Tower). 

 

 

3.  Sistem, mekanisme dan prosedur; 

A. PENYELENGGARAAN PGB 

 

 Persetujuan dimohonkan karena Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui sistm elektronik yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. 

 Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui SIMBG. 

 Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan 

untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, 

dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 
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B. PENERBITAN PBG 

 
KONSULTASI 
 Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah daerah atau 

Pemerintah Pusat (dalam hal bangunan gedung fungsi khusus) untuk 
memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi. 

 
 PBG diselenggarakan dengan proses: 

 

a. Konsultasi perencanaan  Pemeriksaan dokumen rencana teknis 
oleh Tim Penilai Teknis (untuk rumah tinggal) atau Tim Profesi Ahli 
(Untuk Bangunan lainnya) 

b. Penerbitan. 
 Proses konsultasi perencanaan meliputi: 

a. Pendaftaran Dilakukan oleh Pemilik atau Pemohon melalui SIMBG 
b. Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis  Dilakukan paling 

banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh 

delapan) hari kerja. 
c. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis 

 Penjadwalan Konsultasi diberikan kepaada pemohon melalui SIMBG 
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 Konsultasi perencanaan diselenggarakan tnpa dipungut biaya. 

 
PEMERIKSAAN STANDAR  
 Pemeriksan pemenuhan Standar Teknis dilakukan melalui tahap: 

a. Pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan 
b. Pemeriksaan dokumen rencana struktur dan MEP  

 Hasil pemeriksan dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi 

kesimpulan Tim Profesi Ahli yang memuat; 
a. Rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar 

Teknis; atau 
b. Rekomendasi pndaftaran ulang PBG. 

 Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis 

Digunakan untuk memperoleh PBG dengan di lengkapi perhitungan 
teknis untuk retribusi. 

 
RETRIBUSI 
 Penetapan nilai retribusi dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan 

perhitungan teknis untuk retribusi 
 Nilai retribusi ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi BG, dan 

harga satuan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 
a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
c. Retribusi Izin Trayek dan 
d. Retribusi Usaha Perikanan. 

 Objek Retribusi PBG adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu 
bangunan. 

 Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan 
milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
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1. Penyelenggaraan BG     
hunian sederhana 

2. Penyelenggaraan BG 
 hunian tidak sederhana 

3. Penyelenggaraan BG 

 desain prototipe 
4. Penyelenggaraan BG 

 penyesuaian desain prototipe 
5. Penyelenggaraan BG  

ketentuan pokok tahan gempa 

6. Penyelenggaraan BG 
 kepentingan umum 

7. Penyelenggaraan BG 
 kepentingan umum dengan pertelaan 

8. Penyelenggaraan BG  
kepentingan umum bertahap 

9. Penyelenggaraan BG  
Fungsi Khusus 

10. Penyelenggaraan BG  
Fungsi Khusus Bertahap 

11. Penyelenggaraan BG Kolektif 
12. Penyelenggaraan BG Prasarana 
13. Penyelenggaraan BG Fungsi campuran 
14. Penyelenggaraan BG Eksisting 
15. Penyelenggaraan BG Eksisting (Perpanjng) 
16. Penyelenggaraan BG Eksisting 

(administratif) 
17. Penyelenggaraan BG Eksisting (BGFK) 
18. Penyelenggaraan BG Eksisting (BGCB) 
19. Penyelenggaraan BG Eksisting  

(mengubah, memperluas, menambah 
Mengurangi) 

20. Penyelenggaraan Pembongkaran BG 
21. Pendataan BG 
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Penjelasan: 

(*1) : Permohonan (tidak ada durasi waktu) melengkapi dokumen 
Standar Teknis 

(*2) : 1. Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan 
pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam hal dokumen 
tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon 

2. TPT dan TPA (Dinas Teknis) (3-25 hari kerja) melakukan 
pemeriksaan kebenaran dokumen secara arsitektur, 

struktur, mekanikal elektrikal, dan perpipaan. Dalam hal 
apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan 
kepada pemohon 

3. Sekrtariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan 
perhitungan teknis untuk retribusi 

4. Kepala Dinas Teknis (Dinas Teknis) (1 hari kerja) 

melakukan pengesahan surat pemenuhan standar teknis. 
(*3) : 1. Kepala Dinas (Dinas Teknis) melakukan penetapan 

retribusi. Operator (Dinas Perizinan) melakukan penagihan 
retribusi kepada pemohon. 

2. Permohonan melakukan pembayaran retribusi durasi 

waktu pada tahap Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja 
tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemohon 

(*4) : Kepala Dinas (Dinas Teknis) melakukan pengesahan PBG 
(*5) : Proses ini dijelaskan pada Bagan Proses Pelaksanaan dan 

pengawasan konstruksi serta Pemanfaatan 
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PENELENGGARAAN PBG SECARA UMUM 

 

 

 

C. PENYELENGGARAAN SLF 

SLF DAN SBKBG 
 Sertifikat laik Fungsi yang disingkat SLF 

 Surat Bukti Kepemilikan Banguanan Gedung disingkat SBKBG 
 Penerbitan SLF dan SBKBG dilakukan bersamaan melalui SIMBG 
  Proses penerbitan SLF dan SBKBG dilaksanakan paling lama 3 (tiga) 

hari kerja sejak surat pernyataan kelayajan fungsi diunggah melalui 
SIMBG 

 Untuk Bangunan Gedung Baru, SLF diterbitkan berdasarkan inspeksi 
pada saat konstruksi oleh pemilik Bangunan 

 Demi menjaga kelalaian fungsi sepanjang pemanfaatan BG, SLF harus 

diperpanjang dalam jangka waktu: 
a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan deret; dan  
b. 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung lainnya. 
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 Perpanjangan SLF didahuluai dengan pemeriksaan kelaikan fungsi SLF 

Eksisting 
 Untuk Bangunan Gedung Eksisting, SLF diterbitkan berdasarkan hasil 

pemeriksaan kelaikan fungsi oleh pengkaji teknis. 

 Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada exsisting 
terdiri atas: 

a. Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada 

(existing); 
b. Permohonan Surat Pernyataan pemenuhan Standar Teknis; dan 

c. Penerbitan SLF dan SBKBG 
 Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada 

(existing) dilakukan oleh: 

a. Pemilik yang bersertifikat pengkajian teknis atau memiliki unit 
atau tenaga internal yang bersertifikat pengkajian teknis; atau 

b. Penyedia jasa Pengkaji Teknis yang bersertifikat pengkajian teknis. 

 

D. PENERBITAN SLF 

 

PENYELENGGARAN SLF (FASE KONSTRUKSI) 

• Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi 

membuat daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi berdasarkan 
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laporan pengawasan, hasil inspeksi, dan hasil pengujian 

(commissinong test) 

• Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh penyedia jasa 

pengawasan konstruksi atau penilik berdasarkan  dafar simak. 

• Dinas Teknis menindaklanjuti surat pernyataan kelaikan fungsi dengan 

pnerbitan SLF dan surat kepemilikan Bangunan Gedung 

 

 

PENYELENGGARAAN SLF (BANGUN EKSISTING) 

 

 

• untuk bangunan eksisting, pemeriksaan kelaikan fungsi untuk proses 
penerbitan SLF dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen: 

a. Identitas Pemilik, 

b. Kondisi Bangunan Gedung; 
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c. Kesesuaian dengan KRK; 

d. Dokumen PBG; dan 
e. Informasi pelaksanaa Pemeliharaan dan Perawatan 

• Dalam hal tidak ada dokumen PBG, pemeriksaan dilakukan dokumen 
rencana teknis atau as built drawing yang memuat aspek keselamatan 
bangunan gedung 

 

PENYELENGGARAAN SLF (PERPANJANGAN) 
 

 

• Perpanjangan SLF didahului dengan pemeriksaan kelaiakan fungsi. 

• Pmeriksaan Kelaikan fungsi untuk bangunan gedung eksisting 
mempertimbngan kesesuaian kondisi lapangan, dan/atau gambar 

terbangun (as-buit drawings) terhadap SLF terakhir serta Standar 
Teknis. 
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JENIS PENYELENGGARAAN BG 
 
 

1. Penyelenggaraan BG hunian sederhana 
2. Penyelenggaraan BG hunian tidak sederhana 

3. Penyelenggaraan BG prototipe 
4. Penyelenggaraan BG penyesuaian desain prototipe 
5. Penyelenggaraan BG ketentuan pokok tahan gempa 

6. Penyelenggaraan BG kepentingan umum 
7. Penyelenggaraan BG kepentingan umum dengan pertelaan 

8. Penyelenggaraan BG kepentingan umum bertahap 
9. Penyelenggaraan BG Fungsi Khusus 
10. Penyelenggaraan BG Fungsi Khusus Bertahaap 

11. Penyelenggaraan BG Kolektif 
12. Penyelenggaraan BG Prasarana 
13. Penyelenggaraan BG Funggsi campuran 

14. Penyelenggaraan BG Eksisting 
15. Penyelenggaraan BG Eksisting (Perpanjangan) 

16. Penyelenggaraan BG Eksisting (administratif) 
17. Penyelenggaraan BG Eksisting (BGFK) 
18. Penyelenggaraan BG Eksisting (BGCB) 

19. Penyelenggaraan BG Eksisting (mengubah, memperluaas, 
menambah, mengurangi) 

20. Penyelenggaraan Pembongkaaran BG 
21. Pendataan BG 
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KELENGKAPAN  SYARAT DATA PENYELENGGARAAN BANGUNAN 
1. PENYELENGGARAAN BANGUNAN SEDERHANA 

Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 
 Informasi KRK 

 Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan 
pemilik bangunan gedung 

 Data penyedia jasa perencana konstruksi atau arsitek berlisensi 
Data Teknis Tanah 
 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 

gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun 
 Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah. 

Data Teknis Arsitektur 
 Gambar Rencana tapak dan Rancangan Bangunan 
 Spesifikasi teknis 

Data Teknis Struktur 
 Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana struktur 
 Gambar detail struktur 

 Spesifikasi teknis 
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Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing 

 Perhitungan dan gambar jaringan listrik  
 Perhitungan gambar rencana sistem sanitasi 
 Spesifikasi teknis 

 
2. PENYELENGGARAAN BANGUANAN GEDUNG HUNIAN TIDAK 

SEDERHANA 

Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 

 Informai KRK 
 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 

pemilik bangunan gedung 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) 

 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 
Data Teknis Tanah 
 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 

gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 
 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 
Data Teknis Arsitektur 

 Gambar dan rencana tapak dan rancangan bangunan  
 Spesifikasi teknis 

Data Teknis Struktur 
 Perhitungan sederhana dan gambar rencana stuktur 
 Spesifikasi teknis 

Data Teknis Mekanikal Plumbing 
 Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, 

proteksi kebakasan, tata udra, dan elemen MEP lainnya yang 
dipersyaratkan 

 Spesifikasi Teknis 

 
 

3. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DISAIN PROTOTIPE 

Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 

 Informai KRK 
 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 

pemilik bangunan gedung 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) 

 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 

Data Teknis Tanah 
 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 

gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 
 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 
Data Teksis Arsitektur 

 Gambar desain protipe 
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4. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PENYESUAIAN DISAIN 

PROTOTIPE 
Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 

 Informai KRK 
 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 

pemilik bangunan gedung 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) 

 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 
Data Teknis Tanah 
 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 

gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 
 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 

Data Teksis Arsitktur 
 Gambar rencana desain hasil penyesuaian desain prototipe rumah 

tinggal 

5. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KETENTUAN POKOK 
TAHAN GEMPA DISAIN PROTOTIPE 
Data Umum 

 Informasi KTP/KITAS 
 Informai KRK 

 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 
pemilik bangunan gedung 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 

UKL/UPL, SPPL) 
 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 

Data Teknis Tanah 
 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 

gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 

 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 
Data Teksis Arsitktur 
 Denah berdasarkan ketentuan pokok tanah gempah 

 Perletakan titik lampu dan stop kontak 
 Ketentuan pokok tahan gempa (cara membangun) 

6. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM 
Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 

 Informai KRK 
 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 

pemilik bangunan gedung 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) 

 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 
Data Teknis Tanah 
 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 

gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 
 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 
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Data Teknis Arsitektur 

 Konsep rancangan Arsitektur 
 Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan rancangan 

bangunan 

 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Struktur 
 Perhitungan teknis dan gambar rencana sturktur dan elemennya 

 Gambar Detail Struktur 
 Spesifikasi teknis 

Data Teknis Mekanikal Plumbing 
 Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, 

proteksi kebakasan, tata udara, dan elemen MEP lainnya yang 

dipersyaratkan 
 Spesifikasi Teknis 

 
7. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM 

DENGAN PERTELAAN 

Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 
 Informai KRK 

 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 
pemilik bangunan gedung 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) 

 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 

 Dokumen pertelaan 
Data Teknis Tanah 

 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 
gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 

 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 

Data Teknis Arsitektur 
 Konsep rancangan Arsitektur 
 Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan rancangan 

bangunan 
 Spesifikasi teknis 

Data Teknis Struktur 
 Perhitungan Teknis dan Gambaran rencana struktur dan elemennya 
 Gambar Detail Struktur 

 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Mekanikal Plumbing 
 Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, 

proteksi kebakasan, tata udra, dan elemen MEP lainnya yang 
diprsyaratkan 

 Spesifikasi Teknis 
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8. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM 
BERTAHAP 

Data Umum Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Informasi KTP/KITAS ✓    

Informasi KRK ✓    

Surat Perjanjian pemanfaatan tanah ✓    

Dokumen lingkungan sesuai 
peraturan perundangan (AMDAL, 

UKL/UPL, SPPL) 

✓    

Data Penyedia Jasa Perencanaan 

Konstruksi dari/atau Asritek 
berlisensi 

✓    

Komitmen yang menyatakan bahwa 

komponen bangunan tidak berubah 

✓    

Dokumen Pertelaan (Jika ada)    

Data Teknis Tanah Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Gambar batas tanah yang dikuasai ✓    

Gambar dan Informasi tentang hasil 
penyelidikan tanah 

✓    

Data Teknis Arsitektur Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Konsep Rancangan Arsitektur ✓    

Gambar Pra rancangan tata ruang 
dan rancangan bangunan 

✓    

Gabar detail tata ruang dalam , tata 
ruang luar dan rancangan bangunan  

 ✓   

Spesifikasi teknis  ✓   

Data Teknis Struktur Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Rencana Skematik Struktur ✓    

Perhitungan Teknis dan Gambar 
Rencana Struktur bawah 

 ✓   

Perhitungan Teknis dan Gambar 
Rencana Struktur atas 

✓    

Spesifikasi teknis  ✓   

Data Teknis Mekankal Elektrikal 
Plambing 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Konsep MEP ✓    

Laporan Analisa dan Rencana MEP 

dibawah tanah 

 ✓   

Laporan Analisa dan Rencana MEP 

diatas tanah 

  ✓  

Gambar rencana kelistrikan, 

pencahayaan, sanitasi, proteksi, 
kebakaran, tata udara, dan elemen 

MEP lainnya yang dipersyaratkan 
sesuai kebutuhan 

  ✓  

Spesifikasi teknis   ✓  
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9. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS 

 
Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 

 Informai KRK 
 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 

pemilik bangunan gedung 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) 

 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 
Data Teknis Tanah 
 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 

gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 
 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 

Data Teknis Arsitektur 
 Konsep rancangan Arsitektur 
 Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan rancangan 

bangunan 
 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Struktur 

 Perhitungan Teknis dan Gambaran rencana struktur dan elemennya 
 Gambar Detail Struktur 

 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Struktur 
 Perhitungan sederhana dan gambar rencana stuktur 

 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Mekanikal Plumbing 

 Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, 
proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen MEP lainnya yang 
dipersyaratkan 

 Spesifikasi Teknis 
 Kriteria dan Dokumen standar perencanaan dan perancangan 

khusus 

 

10. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS 
BERTAHAP 

Data Umum Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Informasi KTP/KITAS ✓    

Informasi KRK ✓    

Surat Perjanjian pemanfaatan tanah ✓    

Dokumen lingkungan sesuai 

peraturan perundangan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) 

✓    

Data Penyedia Jasa Perencanaan 

Konstruksi dari/atau Asritek 
berlisensi 

✓    

Komitmen yang menyatakan bahwa 
komponen bangunan tidak berubah 

✓    
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Dokumen Pertelaan (Jika ada)    

Data Teknis Tanah Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Gambar batas tanah yang dikuasai ✓    

Gambar dan Informasi tentang hasil 
penyelidikan tanah 

✓    

Data Teknis Arsitektur Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Konsep Rancangan Arsitektur ✓    

Gambar Pra rancangan tata ruang 
dan rancangan bangunan 

✓    

Gabar detail tata ruang dalam , tata 
ruang luar dan rancangan bangunn  

 ✓   

Spesifikasi teknis  ✓   

Data Teknis Struktur Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Rencana Skematik Struktur ✓    

Perhitungan Teknis dan Gambar 
Rencana Struktur bawah 

 ✓   

Perhitungan Teknis dan Gambar 

Rencana Struktur atas 

✓    

Spesifikasi teknis  ✓   

Data Teknis Mekankal Elektrikal 
Plambing 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Konsep MEP ✓    

Laporan Analisa dan Rencana MEP 

dibawah tanah 

 ✓   

Laporan Analisa dan Rencana MEP 

diatas tanah 

  ✓  

Gambar rencana kelistrikan, 

pencahayaan, sanitasi, proteksi, 
kebakaran, tata udara, dan elemen 
MEP lainnya yang dipersyaratkan 

sesuai kebutuhan 

  ✓  

Spesifikasi teknis   ✓  

Data Teknis Khusus    

Kriteria Perencanaan Khusus ✓    

Dokumen standar perencanaan dan 
perancangan khusus 

 ✓   

 

11. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KLEKTIF 
Data Umum 

 Informasi KTP/KITAS 
 Informai KRK 

 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 
pemilik bangunan gedung 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 

UKL/UPL, SPPL) 
 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 

 Master plan 
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Data Teknis Tanah 

 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 
gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 

 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 

 
Data Teknis Arsitektur 
 Konsep rancangan Arsitektur 

 Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan rancangan 
bangunan 

 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Struktur 
 Perhitungan Teknis dan Gambaran rencana struktur dan elemennya 

 Gambar Detail Struktur 
 Spesifikasi teknis 

Data Teknis Struktur 
 Perhitungan teknis dan gambar rencana sturktur dan elemennya 
 Gambar Detail Struktur 

 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Mekanikal Plumbing 
 Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, 

proteksi kebakasan, tata udra, dan elemen MEP lainnya yang 
dipersyaratkan 

 Spesifikasi Teknis 
 

12. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PRASARANA 

Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 

 Informai KRK 
 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 

pemilik bangunan gedung 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) 

 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 

 Master plan 
Data Teknis Tanah 

 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 
gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 

 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 

 
Data Teknis Prasarana 
 Perhitungan teknis dan gambar rencana prasarana 

 
13. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI CAMPURAN 

Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 
 Informai KRK 

 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 
pemilik bangunan gedung 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 
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UKL/UPL, SPPL) 

 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 
 Dokumen pertelaan (jika ada) 
Data Teknis Tanah 

 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 
gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 

 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 

 
Data Teknis Arsitektur 

 Konsep rancangan Arsitektur 
 Gambar rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan rancangan 

bangunan 

 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Struktur 

 Perhitungan Teknis dan Gambaran rencana struktur dan elemennya 
 Gambar Detail Struktur 
 Spesifikasi teknis 

Data Teknis Struktur 
 Perhitungan teknis dan gambar rencana sturktur dan elemennya 
 Gambar Detail Struktur 

 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Mekanikal Plumbing 

 Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, 
proteksi kebakasan, tata udra, dan elemen MEP lainnya yang 
dipersyaratkan 

 Spesifikasi Teknis 
 

14. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING (BARU DAN 
PERPANJANGAN) 
Data Umum 

 Informasi KTP/KITAS 
 Informai KRK 
 Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara pemilik tanah dan 

pemilik bangunan gedung 
 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 

UKL/UPL, SPPL) 
 Data Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi atau Arsitek berlisensi 
 Dokumen pertelaan (jika ada) 

Data Teknis Tanah 
 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 

gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 

 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 
Data Teknis Mekanikal Plumbing 

 Laporan pelaksanaan kelaikan fungsi 
 Lsporsn pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum) 
 As built (hanya untuk elemen bangunan yang tanpak) 

 Perhitungan teknis dan dokumen rencana  struktur, dan MEP (jika 
masih ada) 

 Data pengkaji teknis 
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15. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING 
(ADMINISTRATIF) 
Data Umum 

 Informasi KTP/KITAS 
 Data bangunan 
 Data pemilik 

 Data pemilik baru (jika ingin alih nama) 
 Akta jual beli atau akta waris, akta bukti lainnya (jika ingin alih 

nama) 
 Dokumen PBG 
 Dokumen SLF 

 
 

16. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING (BG FUNGSI 
KHUSUS) 
Data Umum 

 Informasi KTP/KITAS 
 Informai KRK 
 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 

UKL/UPL, SPPL) 
 PBG (jika sudah punya sbelumnya) 

 SLF (jika sudah punya sebelumnya) 
Data Teknis Tanah 
 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 

gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 
 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 

 
Data Teknis Teknis Bangunan Gedung Eksisting 
 Laporan Pemeriksaan kelaikan fungsi 

 Laporan pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum) 
 As built drawing (hanya untuk elemen bangunan yang tampak) 
 Perhitunga teknis dan dokumen rencana struktur, arsitektur, dan 

MEP (jika masih ada) 
 Data Pengkaji Teknis 

 
17. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING (CAGAR 

BUDAYA) 

Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 
 Informai KRK 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) 

 PBG (jika sudah punya sbelumnya) 
 SLF (jika sudah punya sebelumnya) 
Data Teknis Tanah 

 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 
gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 

 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 
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Data Teknis Teknis Bangunan Gedung Eksisting 

 Laporan Pemeriksaan kelaikan fungsi 
 Laporan pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum) 
 As built drawing (hanya untuk elemen bangunan yang tampak) 

 Perhitunga teknis dan dokumen rencana struktur, arsitektur, dan 
MEP (jika masih ada) 

 Data Pengkaji Teknis 

 
18. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING 

Data Umum 
 Informasi KTP/KITAS 
 Informai KRK 

 Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, 
UKL/UPL, SPPL) 

 SLF (jika sudah punya sebelumnya) 
 Dokumen pertelaan (jika ada) 
Data Teknis Tanah 

 Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan 
gedung eksisting pada area /persil yang  akan dibangun 

 Gambar dan informasi tentang hasil penyidikan tanah 

 
Data Teknis Arsitektur 

 Konsep rancangan perubahan Arsitektur 
 Gambar rencana perubahan tata ruang dalam, tata ruang luar dan 

rancangan bangunan 

 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Struktur 

 Perhitungan Teknis dan Gambaran rencana perubahan struktur dan 
elemennya 

 Gambar Detail Perubahan Struktur 

 Spesifikasi teknis 
Data Teknis Struktur 
 Perhitungan teknis dan gambar rencana sturktur dan elemennya 

 Gambar Detail Struktur 
 Spesifikasi teknis 

Data Teknis Mekanikal Plumbing 
 Perhitungan dan gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, 

proteksi kebakaran, tata udra, dan elemen MEP lainnya yang 

dipersyaratkan 
 Spesifikasi Teknis 
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4 Jangka  waktu  

Penyelesaian 

Ditentukan oleh sistem sesuai jenis bangunan 

5 Biaya tariff Sesuai tarif berdasarkan Peraturan Daerah 

6 Produk 

pelayanan 

• Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

• Sertifikat laik Fungsi (SLF) 

• Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung 
(SBKBG) 

7 Sarana, 

prasarana,  

dan/atau 

fasilitas; 

1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC; 

2.  Loket pelayanan Front Office: 

3.  Loket pelayanan penyerahan  izin; 

4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  

5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  

6.  Ruang Menyusui; 

7.  Ruang Bermain Anak;  

8.  Tempat Sembayang;  

9.  Kursi Roda;  

10.  Toilet (umum dan disabilitas);  

11.  Help Desk (Informasi); 

12.  Kotak Saran dan Pengaduan;  

13.  Komputer dan Printer;   

14.  Mesin Fotocopy; 

15.  Lemari dokumen; 

16.  Meja dan Kursi; 

17.  Alat Tulis Kantor;   

18.  Sistem dan informasi Antrian;  

19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  

20.  Website dan Email;  

21.  Internet (Wifi);  

22.  Kamera (CCTV);   

8 Kompetensi  

Pelaksana 

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;  

2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan 

     yang berlaku; 

3.  Mampu mengoperasikan komputer; 

4.  Sertifikasi Diklat PTSP. 

9 Pengawasan  

Internal 

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh; 

1.  Atasan langsung secara berjenjang; 

2.  Pejabat fungsional dan struktural; 

3.  Tim Audit Internal. 

10 Penanganan 

Pengaduan, 

saran,  dan  

Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  

2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  

3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 

4. Pengaduan dan Kuesioner online 
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https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidan

gpengaduan 

5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-

8156 

6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

manual/elektronik. 

11 Jumlah 

pelaksana 

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 

(lima) orang 

12 Jaminan  

pelayanan  

yang  

memberikan  

kepastian  

pelayanandila

ksanakan  

sesuai  dengan  

standar  

pelayanan 

1.  Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  

dengan  prinsip pelayanan prima; 

2.  Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  

persyaratan,  waktu, dan biaya;  

3.  Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  

4.  Proses perizinan dapat ditelusuri; 

5.  Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS 

(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif, 

Senyum) 

13 Jaminan 

keamanan  

dan 

keselamatan  

pelayanan 

dalam  bentuk 

komitmen  

untuk 

memberikan 

rasa  aman, 

bebas  dari  

bahaya, dan 

resiko 

keraguraguan 

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  

Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  

Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata: 

2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  

tanda  tangan elektronik dan barkode, sehingga 

dijamin keasliannya. 

14 Evaluasi 

kinerja  

Pelaksanaan 

1.  Survei Kepuasan Masyarakat; 

•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  

Kepuasan Masyarakat  (SKM),  dengan  

Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  

yang  telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil 

Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi 

Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 

melalui Website /elektronik /lembaran SKM; 

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil Survei  

Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan 
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Ditetapkan di :  Lewoleba 

Pada Tanggal  :${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1002 

 

Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP; 

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  

(SKM)  dalam Pembuatan  laporan  Survei  

Kepuasan  Masyarakat  setiap semester. 

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  

pengukuran Penerapan standar pelayanan yang 

dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 

(dalam bentuk laporan Secara berkala dan 

periodik); 

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  

Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan 

Punishment apabila terbukti melakukan  

pelanggaran  Kode  etik  pelayanan  setelah 

dilakukan pemeriksaan. 

11 Oktober 2024

${ttd}
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2. STANDAR PELAYANAN KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAAN PEMANFAATAN RUANG (KKKPR)

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  204  tentang  Penatagunaan

Tanah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan  Pemerintah    Nomor    5    Tahun    2021   tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan   Pemerintah    Nomor    6    Tahun    2021   tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang;
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah;
8. Perturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Pertimbangan  Teknis
Pertanahan;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan
Nasional  Nomor  13  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang;

10. Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor  3  Tahun
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
Secara Elektronik;

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-
2042;

13. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang
Pendelegasian Wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan    Kepada   Kepala   Dinas   Penanaman  Modal   dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1. Mengajukan Permohonan di OSS;
2. NIK KTP Elektronik;
3. Memiliki Email Aktif;
4. Nomor Handpone Watshap Aktif;
5. NIB dari OSS;
6. NPWP;
7. Akte Perusahaan;
8. Data Jumlah Modal Usaha;
9. Data Jumlah Tenaga Kerja;
10. Peta / Sketsa yang membuat Koordinat batas letak lokasi yang 

dimohonkan;
11. Data SHP Polygon lokasi dan fotokopi surat tanah;
12. Membayar PNBP;
13. Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Lembata);
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3 Sistem,
mekanisme dan
prosedur;

Keterangan:
1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin PKKPR Berusaha melalui

Sistem OSS;
2. Sistem  OSS  akan  menampilkan  notifikasi  pemenuhan  persyaratan

PKKPR;
3. Notifikasi  Permohonan  verifikasi  kepada  OPD  Tata  Ruang,  diikuti

Kelengkapan Persyaratan;
4. Pemrosesan Pemenuhan PKKPR melalui Gistaru-KKPR;
5. SSO  Gistaru-KKPR  menunggu  pembayaran  PNBP  ke  akun  Pelaku

Usaha;
6. SSO Gistaru-KKPR menunggu pembayaran PNPB oleh Pelaku Usaha;
7. Proses PERTEK di KANTAH;
8. Pengaktifan SLA Proses Verifikasi PKKPR melalui Gistaru-KKPR;
9. SSO Gistaru-KKPR melakukan persetujuan PKKPR;
10. Notifikasi SSO Gistaru-KKPR;

a. Ditolak, maka Sitem OSS menyampaikan penolakan;
b. Kurang Lengkap, maka Sistem OSS menyampaiakan permintaan

untuk melengkapi kekurangan;
c. Disetujui, maka Sistem OSS menerbitkan Persetujuan PKKPR Darat

oleh OPD dan DPMPTSP;
11. Apabila telah disetujuhi oleh OPD dan DPMPTSP, maka pelaku usaha

dapat mencetak di akun OSS pelaku usaha tersebut.
4 Jangka waktu

penyelesaian
Perhitungan waktu pemrosesan PKKPR dimulai setelah pembayaran PNBP.
Jangka waktu paling lama untuk pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah
pembayaran PNBP, termasuk juga penerbitan Pertimbagan Teknis (Pertek)
pertanahan.

5 Biaya tarif 1. Konfirmasi  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (KKKPR)
Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTL)  dan  Persetujuan  Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak dikenakan
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Yang  dikenakan  PNBP
hanyalah PKKPR dengan tahapan penilaian atau verifikasi.

2. Ditentukan Sistem Gistaru-KKPR yaitu melalui sistem OSS mengirimkan
Suarat Perintah Setor (SPS) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
kepada akun pelaku usaha.

6 Produk 
pelayanan

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)
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7 Sarana, 
prasarana,
dan/atau 
fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office;
3. Loket pelayanan penyerahan  izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua; 
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak; 
8. Tempat Sembayang; 
9. Kursi Roda; 
10. Toilet (umum dan disabilitas); 
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan; 
13.  Komputer dan Printer;  
14. Mesin Fotocopy;
15. Lemari dokumen;
16. Meja dan Kursi;
17. Alat Tulis Kantor;  
18. Sistem dan informasi Antrian; 
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik; 
20. Website dan Email; 
21. Internet (Wifi); 
22. Kamera (CCTV).

8 Kompetensi 
Pelaksana

1. Sarjana Pertanian/Kesehatan/Hukum/Sosial; 
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan 
Internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.

10 Penanganan 
Pengaduan, 
saran, dan 
Masukan

1.Kotak Pengaduan (Drop Box);
2.E-mail: perizinan.lembata@gmail.com;
3.Website: dpmptsp.lembatakab.go.id;
4.Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5.Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah 
pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 Jaminan 
pelayanan yang
Memberikan 
kepastian 
pelayanan 
dilaksanakan 
sesuai dengan 
standar 
pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten  dengan  prinsip  pelayanan
prima;

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip  pelayanan  prima  dengan  MOTTO  TAPIS  (Transparan,

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan 1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  
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keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan dalam
bentuk komitmen
untuk 
memberikan 
rasa  aman, 
bebas  dari  
bahaya, dan 
resiko 
keraguraguan

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata;
2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14 Evaluasi kinerja 
Pelaksanaan

1. Survei Kepuasan Masyarakat;
 Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang
telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil  Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

 Rekapitulasi data hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

 Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam
Pembuatan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya
2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  pelanggaran
Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di:  Lewoleba
Pada Tanggal:11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA,

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 19701222 200012 1 002
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3. STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  204  tentang  Penatagunaan

Tanah;
3. Peraturan  Pemerintah    Nomor    5    Tahun    2021  tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan  Pemerintah    Nomor    6    Tahun    2021  tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang;
6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun   2017  tentang

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah;
7. Perturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Pertimbangan  Teknis
Pertanahan;

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan
Nasional  Nomor  13  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang;

9. Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor  3  Tahun
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
Secara Elektronik;

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2023-
2042;

12. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang
Pendelegasian Wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan    Kepada   Kepala   Dinas   Penanaman  Modal   dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1. Mengajukan Permohonan di OSS;
2. NIK KTP Elektronik;
3. Memiliki Email Aktif;
4. Nomor Handpone Watshap Aktif;
5. NIB dari OSS;
6. NPWP;
7. Akte Perusahaan;
8. Data Jumlah Modal Usaha;
9. Data Jumlah Tenaga Kerja;
10. Peta / Sketsa yang membuat Koordinat batas letak lokasi yang 

dimohonkan;
11. Data SHP Polygon lokasi dan fotokopi surat tanah;
12. Membayar PNBP;
13. Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Lembata);
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3 Sistem,
mekanisme dan
prosedur;

Keterangan:
1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin PKKPR Berusaha melalui

Sistem OSS;
2. Sistem  OSS  akan  menampilkan  notifikasi  pemenuhan  persyaratan

PKKPR;
3. Notifikasi  Permohonan  verifikasi  kepada  OPD  Tata  Ruang,  diikuti

Kelengkapan Persyaratan;
4. Pemrosesan Pemenuhan PKKPR melalui Gistaru-KKPR;
5. SSO  Gistaru-KKPR  menunggu  pembayaran  PNBP  ke  akun  Pelaku

Usaha;
6. SSO Gistaru-KKPR menunggu pembayaran PNPB oleh Pelaku Usaha;
7. Proses PERTEK di KANTAH;
8. Pengaktifan SLA Proses Verifikasi PKKPR melalui Gistaru-KKPR;
9. SSO Gistaru-KKPR melakukan persetujuan PKKPR;
10. Notifikasi SSO Gistaru-KKPR;

a. Ditolak, maka Sitem OSS menyampaikan penolakan;
b. Kurang Lengkap, maka Sistem OSS menyampaiakan permintaan

untuk melengkapi kekurangan;
c. Disetujui, maka Sistem OSS menerbitkan Persetujuan PKKPR Darat

oleh OPD dan DPMPTSP;
11. Apabila telah disetujuhi oleh OPD dan DPMPTSP, maka pelaku usaha

dapat mencetak di akun OSS pelaku usaha tersebut.
4 Jangka waktu

penyelesaian
Perhitungan waktu pemrosesan PKKPR dimulai setelah pembayaran PNBP.
Jangka waktu paling lama untuk pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah
pembayaran PNBP, termasuk juga penerbitan Pertimbagan Teknis (Pertek)
pertanahan.

5 Biaya tarif 1. Konfirmasi  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (KKKPR)
Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTL)  dan  Persetujuan  Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak dikenakan
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Yang  dikenakan  PNBP
hanyalah PKKPR dengan tahapan penilaian atau verifikasi.

2. Ditentukan Sistem Gistaru-KKPR yaitu melalui sistem OSS mengirimkan
Suarat Perintah Setor (SPS) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
kepada akun pelaku usaha.

6 Produk 
pelayanan

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
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7 Sarana, 
prasarana,
dan/atau 
fasilitas;

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office;
3. Loket pelayanan penyerahan  izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua; 
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak; 
8. Tempat Sembayang; 
9. Kursi Roda; 
10. Toilet (umum dan disabilitas); 
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan; 
13.  Komputer dan Printer;  
14. Mesin Fotocopy;
15. Lemari dokumen;
16. Meja dan Kursi;
17. Alat Tulis Kantor;  
18. Sistem dan informasi Antrian; 
19. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik; 
20. Website dan Email; 
21. Internet (Wifi); 
22. Kamera (CCTV).

8 Kompetensi 
Pelaksana

1. Sarjana Pertanian/Kesehatan/Hukum/Sosial; 
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan 
Internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.

10 Penanganan 
Pengaduan, 
saran, dan 
Masukan

1.Kotak Pengaduan (Drop Box);
2.E-mail: perizinan.lembata@gmail.com;
3.Website: dpmptsp.lembatakab.go.id;
4.Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5.Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6.Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah 
pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

12 Jaminan 
pelayanan yang
Memberikan 
kepastian 
pelayanan 
dilaksanakan 
sesuai dengan 
standar 
pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;
2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip  pelayanan  prima  dengan  MOTTO  TAPIS  (Transparan,

Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan 1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  
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keamanan dan 
keselamatan 
pelayanan dalam
bentuk komitmen
untuk 
memberikan 
rasa  aman, 
bebas  dari  
bahaya, dan 
resiko 
keraguraguan

Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata;
2. Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 

elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14 Evaluasi kinerja 
Pelaksanaan

1. Survei Kepuasan Masyarakat;
 Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang
telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil  Layanan dikeluarkan
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM)
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

 Rekapitulasi data hasil  laporan  Hasil Survei  Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

 Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam
Pembuatan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-kurangnya
2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  pelanggaran
Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di:  Lewoleba
Pada Tanggal:11 Oktober 2024
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PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA,

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 1970122220001201002
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1. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau 

Barang
2. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2009 tentang kesejateraan sosial;
3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  1980  Tentang Pelaksanaan 

Pengumpulan Sumbangan;
6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang  

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah;
7. Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang 

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang;
8. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang 

Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  PelayananPerizinan dan 
Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan Bermaterai;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Foto copy KTP Penggung Jawab orsos/organisasi/yayasan
4. AKTA Notaris yang pengesahan nya pada
    Menteri Kehakiman  dan Hak Asasii Manusia
5. Foto Copy NPWP orsos/organisasi/ yayasan
6. Susunan  Pengurus  yang  menimal  terdiri  dari  Ketua, Sekteratis , 

Bendahara dan Pengawas
7. Proposal kegiatan dan rincian biaya
8. Laporan kegiatan terdahulu untuk perpanjangan
9. Surat  Keterangan  domisili  yayasan  dari  kelurahan  atau  Desa/ 

Kecamatan
10. Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Lembata
11. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

3 Sistem,
mekanisme dan
prosedur;

Keterangan :
1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;
2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan 

apabila  syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila 
tidak  lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  kepada  
pemohon;

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;
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4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan teknis, 
maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika  
diperlukan);

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohonmelakukan  
pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut sampai 
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon.
4 Jangka  waktu

penyelesaian
5 (lima) hari kerja

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk pelayanan Surat Izin Pengumpulan Sumbangan
7 Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas;
1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2.  Loket pelayanan Front Office:
3.  Loket pelayanan penyerahan  izin;
4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6.  Ruang Menyusui;
7.  Ruang Bermain Anak;
8.  Tempat Sembayang;
9.  Kursi Roda;
10.  Toilet (umum dan disabilitas);
11.  Help Desk (Informasi);
12.  Kotak Saran dan Pengaduan;
13.  Komputer dan Printer;
14.  Mesin Fotocopy;
15.  Lemari dokumen;
16.  Meja dan Kursi;
17.  Alat Tulis Kantor;
18.  Sistem dan informasi Antrian;
19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20.  Website dan Email;
21.  Internet (Wifi);
22.  Kamera (CCTV).

8 Kompetensi
pelaksana

1. Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan
internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1.   Atasan langsung secara berjenjang;
2.   Pejabat fungsional dan struktural;
3.   Tim Audit Internal.

10 Penanganan
Pengaduan, saran,  
dan masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12 Jaminan pelayanan  1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 
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yang memberikan
Kepastian pelayanan 
dilaksanakan sesuai  
dengan standar
pelayanan

prima;
2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, Akuntabel,

Profesional, Inlovatif , Senyum)
13 Jaminan keamanan  

dan  keselamatan
pelayanan dalam  
bentuk komitmen
untuk memberikan
rasa  aman, bebas  
dari bahaya,  dan 
resiko  keraguraguan

1.   Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas  Penanaman  
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Lembata

2.   Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14 Evaluasi kinerja
pelaksanaan

1.  Survei Kepuasan Masyarakat;
•   Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  
telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan Masyarakat
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 
Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap 
semester.

2.  Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3.  Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurangkurangnya 
2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  pelanggaran
Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan.

  Ditetapkan di : Lewoleba
  Pada Tanggal : 23 Oktober 2024
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2. STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL PANTI ASUHAN

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejateraan sosial;

2) Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2013   tentang   lembaga
kesejateraan sosial;

3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah;

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5) Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2012   tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6) Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan

Pengasuhan Anak;
7) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017 tentang

Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah;
8) Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  Standar

Teknis  Pelayanan  Dasar  pada  Standar  Pelayanan Minimal  Bidang
Sosial  di  Daerah  Provinsi  dan  di  Daerah Kabupaten/Kota;

9) Peraturan   Menteri   Sosial   Nomor   4   Tahun   2020   tentang
Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar;

10) Peraturan   Bupati   Lembata   Nomor   28   Tahun   2023   tentang
Pendelegasian  wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan   Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan Bermaterai;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
3. Foto copy KTP, NPWP organisasi dan Susunan Pengurus
4. AKTA Notaris yang pengesahan nya pada Mentri Kehakiman  dan Hak 

Asasi Manusia
5. Program  kerja  5  tahun  yang  ditanda  tangani  oleh Ketua,Sekretrais 

dan Bendahara
6. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan
7. Surat  Keterangan  domisili  yayasan  dari  kelurahan  atau Desa/ 

Kecamatan
8. Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Lembata
9. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar);

3 Sistem,
mekanisme dan
prosedur;

Keterangan :
1. Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Front  Office  (FO)  dengan 

kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;
2. Petugas  memeriksa  permohonan  dan  kelengkapan  persyaratan apabila

syarat  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima,  apabila tidak  
lengkap  maka  permohonan  akan  dikembalikan  kepada  pemohon;

3. Dilakukan  verifikasi  kesesuaian  dokumen  dengan  peraturan 
perundang-undangan;
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4. Jika  dokumen  permohonan  memenuhi  syarat  administrasi  dan teknis, 
maka  dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk 
melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika 
diperlukan);

5. Jika  dipersyaratkan  pembayaran  pajak/retribusi,  pemohon melakukan  
pembayaran  dan    permohonan  diproses  lebih  lanjut sampai 
ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  oleh 
pemohon (manual atau elektronik);

7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada  pemohon.
4 Jangka  waktu

penyelesaian
5 (lima) hari kerja

5 Biaya tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk pelayanan Surat Izin Operasional Panti Asuhan
7 Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas;
1.  Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2.  Loket pelayanan Front Office:
3.  Loket pelayanan penyerahan  izin;
4.  Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5.  Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6.  Ruang Menyusui;
7.  Ruang Bermain Anak;
8.  Tempat Sembayang;
9.  Kursi Roda;
10.  Toilet (umum dan disabilitas);
11.  Help Desk (Informasi);
12.  Kotak Saran dan Pengaduan;
13.  Komputer dan Printer;
14.  Mesin Fotocopy;
15.  Lemari dokumen;
16.  Meja dan Kursi;
17.  Alat Tulis Kantor;
18.  Sistem dan informasi Antrian;
19.  Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20.  Website dan Email;
21.  Internet (Wifi);
22.  Kamera (CCTV);

8 Kompetensi
pelaksana

1.  Sarjana Kesehatan/Hukum/Sosial;
2.  Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3.  Mampu mengoperasikan komputer;
4.  Sertifikasi Diklat PTSP.

9 Pengawasan
internal

Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1.  Atasan langsung secara berjenjang;
2.  Pejabat fungsional dan struktural;
3.  Tim Audit Internal.

10 Penanganan 
Pengaduan, saran,  
dan masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. Pengaduan dan Kuesioner online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
5. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
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pelaksana
12 Jaminan pelayanan  

yang memberikan
Kepastian pelayanan 
dilaksanakan sesuai  
dengan standar
pelayanan

1. Didukung  oleh  SDM  yang  berkompeten  dengan  prinsip pelayanan 
prima;

2. Diwujudkan  dengan  adanya  kepastian  persyaratan,  waktu, dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, Akuntabel, 

Profesional, Inovatif, Senyum)
13 Jaminan keamanan  

dan keselamatan
pelayanan dalam  
bentuk komitmen
untuk memberikan
rasa  aman, bebas  dari
bahaya,  dan resiko  
keraguraguan

1. Terdapat  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Dinas Penanaman  
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten Lembata

2.  Izin  dicetak  dengan  Kop  DPMPTSP  dibubuhi  tanda  tangan elektronik 
dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14 Evaluasi kinerja
pelaksanaan

1.  Survei Kepuasan Masyarakat;
•  Evaluasi  Kinerja  dilakukan  melalui  Survei  Kepuasan Masyarakat  

(SKM),  dengan  Mekanisme  Setiap  Pemohon yang  datang  yang  
telah  mengurus  izin  dan  Produk  Hasil Layanan dikeluarkan 
diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) 
melalui Website /elektronik /lembaran SKM;

•   Rekapitulasi  data  hasil  laporan  Hasil  Survei  Kepuasan Masyarakat 
dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;

•   Analisis  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dalam 
Pembuatan  laporan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  setiap semester.

2. Evaluasi  kinerja  pelayanan  dilakukan  melalui  pengukuran Penerapan 
standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya  1 kali setahun 
(dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);

3. Petugas  Pelaksana  pelayanan  diberikan  Reward Sekurang-kurangnya 2
kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan  pelanggaran  
Kode  etik  pelayanan  setelah dilakukan pemeriksaan.

 Ditetapkan di : Lewoleba
  Pada Tanggal : 23 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA
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BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP.19701222 200012 1 002
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1.  STANDAR PELAYANAN PERYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP (PKPLH)

No Komponen Uraian
Dasar Hukum 1. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

7. Peraturan  Mentri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan
Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan  Usaha
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Peraturan  Mentri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan
Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Daftar  Usaha  dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak
Lalu  Lintas,  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan
Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup,  atau  Surat
Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan  dan  Pemantauan
Lingkungan Hidup.

9. Peraturan Bupati Lembata  Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan  dan  Non  Perizinan  Kepada  Kepala  Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
Kabupaten Lembata.

10. Keputusan  Bupati  Lembata  Nomor  925  Tahun  3023
tentang  Standar  Pelayanan  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan Bermaterai;
2. Mengajukan Permohonan di OSS;
3. NIK KTP elektronik;
4. Memiliki Email aktif;
5. Nomor Handphone WhatsApp
6. NIB dari OSS
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7. NPWP
8. Akte Perusahaan;
9. Data Jumlah Modal Usaha
10. Data Jumlah tenaga Kerja
11. Fotokopi Persetujuan Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang (PKKPR) / Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) 
untuk perumahan dan Perkebunan;

12. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup;
13. Surat Sanksi Administaratif dari Dinas Lingkungan Hidup   

( Khusus DPLH);
14. Dokumen UKL-UPL / DPLH
 

3 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Keterangan :
1. Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan ketentuan 

lingkngan hidup dan dokumen yang harus diproses oleh 
pelaku usaha berdasarkan kegiatan usaha atau klasifikasi 
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan parameter 
lingkungan.

2. Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem  
OSS.

3. Pelaku usaha mengisi data usaha dan permohonan 
Persetujuan Izin  Lingkungan

4. Sistem OSS akan menampilkan notifikasi pemenuhan 
persyaratan

5. Pelaku uasaha melakukan pemenuhan persyaratan 
perizinan Lingkungan

6. Notifikasi permohonan Perizinan Lingkungan ke OPD
7. Pengaktifan Service Level Agreement (SLA) proses 

verifikasi
8. SLA terlewati, maka system Otomatis menerbitkan Izin 

Lingkungan terverifikasi (Fiktif Positif
9. SLA belum terlewati, maka Verifikasi pemenuhan ijin 

Lingkungan oleh OPD Lingkungan
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10. Notifikasi OPD Lingkungan :
a. Ditolak, maka Sistem OSS menyampaikan penolakan
b. Kurang Lengkap, maka Sistem OSS menyampaikan 

permintaan untuk melengkapi kekurangan.
c. Disetujui, maka system OSS menerbitkan Persetujuan 

Lingkungan oleh OPD  dan DPMPTSP
11.   Apabila telah disetujui oleh OPD dan DPMPTSP, maka 

pelaku usaha dapat mencetak di akun OSS pelaku usaha 
tersebut.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

Ditentukan oleh system OSS

5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk Layanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PKPLH)

7 Sarana dan
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office;
3. Loket pelayanan penyerahan;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet;
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Lemari dokumen;
15. Alat Tulis Kantor;
16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / Manual;
18. Website dan Email;
19. Internet (Wifi);
20. Kamera (CCTV).

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Pertahian /Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data

9 Pengawasan 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada 
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Internal setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya.

2. Penanganan Pengaduan oleh Tim Pengaduan, Kebijakan 
dan Pelaporan Layanan

3. Tim Audit Internal

10 Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner  manual / online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
7. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

manual/elektronik.

11 Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima)
Orang

12 Jaminan
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian  persyaratan, waktu, 
dan biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS 

(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Lembata.

2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda 
tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin 
keasliannya.

14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Survei Kepuasan Masyarakat :
 Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey 

kepuasan Masyarakat (SKM), dengan 
mekanisme setiap pemohon yang datang yang 
telah mengurus izin dan produk hasil layanan 
dikeluarkan diwajibkan mengisi kuisioner 
survey kepuasan Masyarakat (SKM) melalui 
lembar SKM

 Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei 
Kepuasan Masyarakat dan IndekKepuasan 
Masyarakat (IKM) pada DPMPTSP

 Analisa data Survei Kepuasan Masyarakat 
(SKM) dalam pembuatan laporan survey 
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kepuasan Masyarakat setiap semester.
2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui 

pengukuran Penerapan 14 komponen standar 
pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali 
setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan 
periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan reward 
sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan punishment 
apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik 
pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

  Ditetapkan di : Lembata
  Pada Tanggal : 11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP.19701222 200012 1 002
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2. STANDAR PELAYANAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SKKLH)

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja.

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

7. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Nomor  3
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

8. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Nomor  4
Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau
Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan  dan  Pemantauan
Lingkungan Hidup.

9. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Nomor  5
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan teknis dan
Surat  Kelayakan  Operasional  Bidang  Pengendalian  Pencemaran
Lingkungan.

10. Peraturan  Bupati  Lembata   Nomor  28  Tahun  2023  tentang
Pendelegasian Wewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kepala  Dinas  Penanaman Modal  dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

11. Keputusan Bupati Lembata Nomor 925 Tahun 3023 tentang Standar
Pelayanan  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Pada  Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lembata. 

2 Persyaratan 1. Surat permohonan bermeterai
2. Mengajukan Permohonan di OSS;
3. NIK KTP elektronik;
4. Memiliki Email aktif;
5. Nomor Handphone WhatsApp
6. NIB dari OSS
7. NPWP
8. Akte Perusahaan;
9. Data Jumlah Modal Usaha
10. Data Jumlah tenaga Kerja
11. Fotokopi Persetujuan Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(PKKPR) / Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) untuk perumahan 
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dan Perkebunan;
12. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup
13. Surat sanksi administrasi dari Dinas Lingkungan Hidup (khusus 

DELH)
14. Dokumen Amdal/DELH

3 Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Keterangan :
1. Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkngan 

hidup dan dokumen yang harus diproses oleh pelaku usaha 
berdasarkan kegiatan usaha atau klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
Indonesia (KBLI) dan parameter lingkungan.

2. Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem  OSS.
3. Pelaku usaha mengisi data usaha dan permohonan Persetujuan Izin

Lingkungan
4. Sistem OSS akan menampilkan notifikasi pemenuhan persyaratan
5. Pelaku uasaha melakukan pemenuhan persyaratan perizinan 

Lingkungan
6. Notifikasi permohonan Perizinan Lingkungan ke OPD
7. Pengaktifan Service Level Agreement (SLA) proses verifikasi
8. SLA terlewati, maka system Otomatis menerbitkan Izin Lingkungan 

terverifikasi (Fiktif Positif);
9. SLA belum terlewati, maka Verifikasi pemenuhan ijin Lingkungan 

oleh OPD Lingkungan
10. Notifikasi OPD Lingkungan :

a. Ditolak, maka Sistem OSS menyampaikan penolakan
b. Kurang Lengkap, maka Sistem OSS menyampaikan permintaan 

untuk melengkapi kekurangan.
c. Disetujui, maka system OSS menerbitkan Persetujuan 

Lingkungan oleh OPD  dan DPMPTSP
11.   Apabila telah disetujui oleh OPD dan DPMPTSP, maka pelaku usaha

dapat mencetak di akun OSS pelaku usaha tersebut.

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

Ditentukan oleh system OSS

5 Biaya/Tarif Rp. 0 (Nol Rupiah)
6 Produk Layanan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
7 Sarana dan 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
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Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

2. Loket pelayanan Front Office;
3. Loket pelayanan penyerahan;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda Dua;
5. Ruang Konsultasi dan layanan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang;
9. Kursi Roda;
10. Toilet;
11. Help Desk (Informasi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan;
13. Komputer dan Printer;
14. Lemari dokumen;
15. Alat Tulis Kantor;
16. Sistem dan Informasi Antrian;
17. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik / Manual;
18. Website dan Email;
19. Internet (Wifi);
20. Kamera (CCTV).

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Pertanian /Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data

9 Pengawasan
Internal

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap 
jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Penanganan Pengaduan oleh Tim Pengaduan, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan

3. Tim Audit Internal
10 Penanganan

Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner  manual / online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
7. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima)
Orang

12 Jaminan
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan 
prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian  persyaratan, waktu, dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 
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Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)
13 Jaminan

Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan 
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Survei Kepuasan Masyarakat :
 Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan 

Masyarakat (SKM), dengan mekanisme setiap pemohon 
yang datang yang telah mengurus izin dan produk hasil 
layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi kuisioner 
survey kepuasan Masyarakat (SKM) melalui lembar SKM

 Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan 
Masyarakat dan IndekKepuasan Masyarakat (IKM) pada 
DPMPTSP

 Analisa data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam 
pembuatan laporan survey kepuasan Masyarakat setiap 
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan 
Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan 
Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan reward sekurang-
kurangnya 2 kali setahun dan punishment apabila terbukti 
melakukan pelanggaran kode etik pelayanan setelah dilakukan 
pemeriksaan.

  Ditetapkan di : Lembata
  Pada Tanggal : 11 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk. I

NIP.19701222 200012 1 002
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1. PELAYANAN PENGADUAN
a. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan

Reformasi  Birokrasi  Nomor  68 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

4. Peraturan  Bupati  Lembata  Nomor  28  Tahun  2023  tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja  Dinas  Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

5. Peraturan  Bupati  Lembata   Nomor  28  Tahun  2023  tentang
Pendelegasian  Wewenang  Penyelenggaraan  Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

2 Persyaratan 1.     Mencantumkan Identitas diri
2.     Mengisi Formulir Pengaduan
3.     Memiliki Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha.
4.     Mencantumkan No Hp atau Email

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KETERANGAN:
1. Pemohon menyampaikan pengaduan kepada Operator Pengaduan secara langsung dan

tidak langsung.
2. Tim Pengaduan  menerima  berkas  dan  Investigasi  atau  Klarifikasi  Tertulis,  Koordinasi

dengan Instansi Terkait.
3. Tim Pengaduan menindaklanjuti pengaduan.
4. Tim Pengaduan Menjawab Penyelesaian pengaduan dan disampaikan kepada pemohon.
5. Tim Pengaduan membuat Berita Acara Penyelesaian.
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4 Jangka Waktu
Penyelesaian

14 Hari Kerja

5 Biaya/Tarif Gratis
6 Produk Layanan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan
7 Sarana dan 

Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office:
3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang
9. Kursi Roda;
10.Toilet (umum dan disabilitas);
11.Help Desk (Informasi);
12.Kotak Saran dan Pengaduan;
13.Komputer dan Printer;
14.Mesin Fotocopy;
15.Lemari dokumen;
16.Meja dan Kursi;
17.Alat Tulis Kantor
18.Sistem dan informasi Antrian;
19.Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20.Website dan Email;
21.Internet (Wifi);
22.Kamera (CCTV);

8 Kompetensi
Pelaksana

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data

9 Pengawasan
Internal

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap 
jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Penanganan Pengaduan oleh Tim Pengaduan, Kebijakan dan 
Pelaporan Layanan

10 Penanganan
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner  manual / online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
7. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.

11 Jumlah
Pelaksana

Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima)
orang

12 Jaminan
Pelayanan

1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan 
prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian  persyaratan, waktu, dan 
biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
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5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS (Transparan, 
Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)

13 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Surat Perintah Tugas
2. Berita Acara Pengaduan
3. Laporan Perjalanan Dinas

14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 
14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-
kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan 
periodik);

Ditetapkan di :  Lewoleba
Pada Tanggal  :18 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA,

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 19701222 200012 1002
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B. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN SECARA TIDAK LANGSUNG

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 1. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan

Reformasi  Birokrasi  Nomor  68  Tahun  2018  tentang
Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.

4. Peraturan Bupati Lembata  Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenangan Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan  dan  Non  Perizinan  Kepada  Kepala  Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
Kabupaten Lembata.

5. Peraturan Bupati  Lembata Nomor14 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2 Persyaratan 1.     Mencantumkan Identitas diri
2.     Mengisi Formulir Pengaduan
3.     Memiliki Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha.
4.     Mencantumkan No Hp atau Email

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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KETERANGAN:
1. Pemohon menyampaikan pengaduan kepada Operator Pengaduan secara langsung dan tidak 

langsung.
2. Tim Pengaduan menerima berkas dan Investigasi atau Klarifikasi Tertulis, Koordinasi dengan 

Instansi Terkait.
3. Tim Pengaduan menindaklanjuti pengaduan.
4. Tim Pengaduan Menjawab Penyelesaian pengaduan dan disampaikan kepada pemohon.
5. Tim Pengaduan membuat Berita Acara Penyelesaian

4 Jangka Waktu Penyelesaian 14 Hari Kerja
5 Biaya/Tarif Gratis
6 Produk Layanan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan
7 Sarana dan

Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;
2. Loket pelayanan Front Office:
3. Loket pelayanan penyerahan izin;
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
6. Ruang Menyusui;
7. Ruang Bermain Anak;
8. Tempat Sembayang
9. Kursi Roda;
10.Toilet (umum dan disabilitas);
11.Help Desk (Informasi);
12.Kotak Saran dan Pengaduan;
13.Komputer dan Printer;
14.Mesin Fotocopy;
15.Lemari dokumen;
16.Meja dan Kursi;
17.Alat Tulis Kantor
18.Sistem dan informasi Antrian;
19.Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;
20.Website dan Email;
21.Internet (Wifi);
22.Kamera (CCTV).

8 Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data

9 Pengawasan Internal 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada 
setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Penanganan Pengaduan oleh Tim Pengaduan, Kebijakan 
dan Pelaporan Layanan

10 Penanganan Pengaduan, Saran, 
dan
Masukan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id;
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner  manual / online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156
7. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 
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manual/elektronik.
11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12 Jaminan Pelayanan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip 

pelayanan prima;
2. Diwujudkan dengan adanya kepastian  persyaratan, waktu, 

dan biaya;
3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;
4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS 

(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum)
13 Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan
Pelayanan

1. Surat Perintah Tugas
2. Berita Acara Pengaduan
3. Laporan Perjalanan Dinas

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan 
Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan 
Secara berkala dan periodik);

Ditetapkan di :  Lewoleba
Pada Tanggal  :18 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LEMBATA,

${ttd}

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP. 19701222 200012 1002
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2. STANDAR PELAYANAN PENGAWASAN 

No Komponen Uraian 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar 
Pelayanan Publik 

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengwasan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

6. Peraturan Bupati Lembata  Nomor 28 Tahun 2023 tentang 
Pendelegasian Wewenangan Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata. 

7. Peraturan Bupati Lembata Nomor 14 Tahun 2024 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Lembata. 

 

2 Persyaratan 1. Profil Perusahaan 
2. Surat Kunjungan 
3. Surat Perintah Tugas 
4. Turun ke Lapangan 
5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 
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Keterangan: 
1. Tim Teknis OPD login pada akun OSS RBA; 
2. Masuk ke Menu Penjdwalan>Pengawasan Rutin>Usulan proyek; 
3. Tim Teknis OPD Menginput Data Usulan Proyek dan Jadwal Pengawasan; 
4. Tim Teknis OPD Mengirim Data Usulan Proyek yang telah memiliki Jadwal Kepada 

Koordinator; 
5. Koordinator Masuk Kepada Usulan / Proyek Pengawasan yang Dibuat Oleh OPD; 
6. Kordinator memilih Data Usulan Proyek yang Diusulkan Oleh Pengawas; 
7. Koordinator Melakukan Pemeriksaan Proyek yang Diusulkan Pengawas, Jika 

Disetujui atau Tidak maka Langsung dikirim Melalui Sistem Kepada Pengawas; 
8. Tim Teknis Memilih Proyek yang Telah Disetujui, kemudian Menetapkan 

Pelaksanaan, dan membuat undangan, dan Terbitlah Surat Tugas yang 
disampaikan kepada Tim Teknis untuk Melakukan Pengawasan proyek ke 
Lapangan; 

9. Input dari Hasil pengawasan di Lapangan berupa BAP yang ditandatangani oleh 
Tim Teknis dan Pelaku Usaha, Jika ada permasalahan yang ditemui di Lapangan 
maka Tim Teknis akan melakukan Identifikasi dari Hasil Pengawasan, Jika ada 
permasalahan atau tidak akan diselesaikan pada kegiatan Penyelesaian 
permasalahan (Sanksi / Tidak). 

4 Jangka Waktu  
Penyelesaian 

5 s/d 10 hari 

5 Biaya/Tarif Gratis 

6 Produk Layanan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

7 Sarana dan 
Prasarana,  
dan/atau Fasilitas 

1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 
2. Loket pelayanan Front Office: 
3. Loket pelayanan penyerahan izin; 
4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;  
5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;  
6. Ruang Menyusui; 
7. Ruang Bermain Anak;  
8. Tempat Sembayang 
9. Kursi Roda;  
10.Toilet (umum dan disabilitas);  
11.Help Desk (Informasi); 
12.Kotak Saran dan Pengaduan;  
13.Komputer dan Printer;   
14.Mesin Fotocopy; 
15.Lemari dokumen; 
16.Meja dan Kursi; 
17.Alat Tulis Kantor 
18.Sistem dan informasi Antrian;  
19.Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;  
20.Website dan Email;  
21.Internet (Wifi);  
22.Kamera (CCTV). 

8 Kompetensi  
Pelaksana 

1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;  
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
3. Mampu mengoperasikan komputer; 
4. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data 
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9 Pengawasan  
Internal 

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada 
setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

2. Penanganan Pengaduan oleh Tim Pengaduan, Kebijakan 
dan Pelaporan Layanan 

10 Penanganan 
Pengaduan, Saran, 
dan Masukan 

1. Kotak Pengaduan (Drop Box);  
2. E-mail : perizinan.lembata@gmail.com;  
3. Website : dpmptsp.lembatakab.go.id; 
4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/ 
5. Pengaduan dan Kuesioner  manual / online 

https://dpmptsp.lembatakab.go.id/pages/bidangpengaduan 
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-9383-8156 
7. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

manual/elektronik. 

11 Jumlah Pelaksana Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 3 (Tiga)  
Orang 

12 Jaminan Pelayanan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip 
pelayanan prima; 

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian  persyaratan, waktu, 
dan biaya;  

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;  
4. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO  TAPIS 

(Transparan, Akuntabel, Profesional, Inovatif, Senyum) 

13 Jaminan  
Keamanan dan  
Keselamatan  
Pelayanan 

1. Surat Perintah Tugas 
2. Berita Acara Pengawasan (BAP) 
3. Laporan Perjalanan Dinas 

14 Evaluasi Kinerja  
Pelaksana 

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran 
Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan 
Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan 
Secara berkala dan periodik); 

Ditetapkan di:  Lewoleba 

Pada Tanggal:${tanggal_naskah} 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN LEMBATA, 
 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos 

Pembina Tk.I 

NIP. 19701222 200012 1 002 

 

25 Oktober 2024

${ttd}
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